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ABSTRAK

Perkara Nomor 30/Pailit/2002/PN/Niaga/Jkt.Pst sengketa antara Nyoman
Soerabratha dan Ir. Marcus Pramono S sebagai Pemohon Pailit melawan pihak
Termohon The Ostrich Meat & Marketing Co. (Australia) Ltd., yakni suatu
Perusahaan Multinasional dari Australia yang menjalankan usahanya di Indonesia.
Perusahan Australia ini telah mempunyai 12 Kreditur di Indonesia yang sudah
jatuh waktu pembayaran utangnya. Sehingga dimohonkan pailit di Pengadilan
Niaga Jakarta Pusat oleh para kreditur. Namun, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat
memutuskan tidak menerima permohonan pailit tersebut karena perusahaan
Multinasional tersebut tidak berkedudukan secara resmi atau mempunyai kantor
perwakilan di Indonesia. Dalam perkara kepailitan lintas batas Negara seperti ini
terlihat bahwa hakim hanya melihat dari segi legalitasnya saja. Tanpa
menggunakan pandangan Hukum Perdata Internasional yang terkadung dalam
Undang-undang Kepailitan di Indonesia. Oleh karena itu, permasalahan ini
menjadi sangat signifikan untuk diteliti. Adapun yang menjadi pokok
permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah dasar pertimbangan hakim
Pengadilan Niaga yang tidak menerima permohonan pailit dalam Perkara nomor
30/Pailit/2002/PN/Niaga/Jkt.Pst terhadap The Ostrich Meat & Marketing Co
(Australia) Ltd, apakah sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan
yang berlaku di Indonesia mengenai Kepailitan serta bagaimana upaya hokum
para pemohon pailit atas tidak diterimanya permohonan pailit tersebut.

Jenis penelitian yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini adalah
penelitian kepustakaan (library research) dengan menggunakan pendekatan
penelitian Yuridis Normatif yang bersifat persefektif untuk menganalisis persoalan
hukum kepailitan lintas batas Negara dengan peraturan perundang-undangan
mengenai kepailitan yang berlaku dan cara mengoperasionalkan peraturan
perundang-undangan tersebut dalam permasalahan kepailitan serta ditambahkan
dengan beberapa pendapat para ahli.

Hakim Pengadilan Niaga memutuskan tidak menerima permohonan pailit
tersebut dikarenakan perusahaan multinasional dari Australia tidak terbukti
memiliki agen atau kantor perwakilan secara legal di Indonesia. Sehingga Pasal 2
ayat (4) UU No. 4 Tahun 1998 tidak dapat terbukti. namun, putusan dalam
perkara ini tidak sesuai dengan Pasal 118 ayat (4) HIR, Pasal 3 AB, dan Pasal 100
Rv, yang menyatakan dimana permohonan pailit diajukan di pengadilan tempat
kedudukan pihak kreditor. Disamping itu juga tidak sesuai dengan Pasal 1 ayat
(1) UU Kepailitan yang mengatur mengenai unsur-unsur Kepailitan. Sebab
perusahaan tersebut sudah dapat dinyatakan pailit sesuai dengan Pasal tersebut.
Upaya Hukum bagi Pemohon Pailit dapat mengajukan permohonan kembali ke
Pengadilan Indonesia dan Pemohon Pailit dapat mengambil jalur alternative
melalui Konsultasi, Negosiasi, dan Arbitrase Internasional atau dari pihak ketiga
yang disepakati para pihak.

Kata Kunci : Kepailitan, Lintas Batas Negara, Perusahaan Multinasional.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dalam kegiatan bisnis dari masa ke masa mengalami
peningkatan yang sangat pesat. Tidak hanya di lingkup satu negara saja melainkan
sampai antar negara dalam melakukan kegiatan bisnis. Hal ini terlihat dari
semakin berkembangnya arus bisnis dari suatu negara ke negara lain. Kegiatan
bisnis ini dapat kita lihat dari banyak hal misalnya melalui ekspor impor,
investasi, perdagangan jasa, lisensi, waralaba, joint venture, atau kegiatan bisnis

lainnya.*

Pemerintah Indonesia sejak tahun 1966 mulai mengadakan pendekatan
bisnis baru dalam kebijaksanaan ekonominya, yaitu dengan jalan mengundang
kembali masuknya pemodal asing ke Indonesia. Sehingga pemerintah dikala itu
mengundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman
Modal Asing (UUPMA). Dalam waktu yang singkat, UUPMA ini telah berhasil
mengundang perusahaan modal asing, dan juga selang beberapa tahun saja,
Indonesia telah masuk dalam daftar negara yang disukai oleh perusahaan

multinasional .?

Perusahaan asing yang masuk di Indonesia kebanyakan dalam rangka

Penanaman Modal yang berbentuk joint venture atau joint entreprise yang

! Warren J. Keegan, Global Marketing Management, seventh edition, (Unitied State:
Prentice Hall, 2002), him. 11.

2 T. Mulya Lubis, Hukum dan Ekonomi, cetakan pertama, (Jakarta: Pustaka Sinar
Harapan, 1987), him.29.



melibatkan perusahaan lokal asal Indonesia. Selain itu, juga perusahaan asing
yang menjalankan perusahaan di Indonesia tidak dalam rangka penanaman modal.
Melainkan menjalankan perusahaannya di wilayah Indonesia dengan bekerja sama
dengan warga negara Indonesia. Seringkali perusahaan untuk dapat berkembang
tidak dapat menghindar untuk berutang dengan pihak lain. Utang bagi perusahaan
tidaklah hal buruk, asal masih dapat membayar kembali utang-utang tersebut.®
Perusahaan yang mampu membayar utang-utangnya kepada kreditur disebut
perusahaan yang solvabel. Sebaliknya ada juga perusahaan yang menjalankan
usahanya sering merugi. Sehingga memungkinkan perusahaan tersebut pada
akhirnya sampai pada keadaan tidak mampu untuk membayar utang. Apabila
keadaan berhenti membayar benar-benar terjadi atau menjadi kenyataan sehingga
jatuh tempo pembayaran hutang dan tidak ada aset lagi yang dapat diuangkan.

Maka, salah satu jalan yang singkat adalah permohonan kepailitan (bankrupty).

Kepailitan sendiri merupakan sitaan umum yang mencakup seluruh
kekayaan debitur untuk kepentingan semua kreditur.® Dengan kata lain, kepailitan
adalah suatu keadaan di mana seorang debitur tidak mampu lagi membayar utang-
utangnya yang telah jatuh tempo. Dalam Black’s Law Dictionary, Definisinya

yaitu” Bankrupt: the state or condition of a person (individual, partnership,

* H.M.N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jilid 8, (Jakarta:
Djambatan, 1984), him. 27.

*Ibid,. him. 30.

®> Mutiara Hikmah, Aspek-aspek Hukum Perdata Internasional dalam Perkara-perkara
Kepailitan, (Bandung: Rafika Aditama, 2007), him. 1.

®Fred B.G. Tumbuan, “Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”, Tesis,
(Teaching Materials Hukum Perusahaan dan Kepailitan Program Megister Pascasarjana FH Ul
Tahun Akademik 1999/2000), him. 1.



corporation, municipality) who is unable to pay its debt as they are, or became

due”.’

Seiring dengan perkembangan zaman, setiap negara memperbarui hukum
terkait pengaturan kepailitan untuk mengatur kegiatan bisnis antarnegara yang
memungkinkan adanya ketidakmampuan perusahaan untuk melunasi utang-
utangnya kepada kreditur. Hal ini dilakukan juga oleh negara Indoneisa setelah
mengalami krisis moneter tahun 1997 yang melanda beberapa negara di Asia
termasuk Indoneisa.® Krisis moneter ini menjadi salah satu penyebab turunnya
nilai rupiah terhadap dolar amerika sampai saat ini. Hal tersebut juga berakibat
banyak bagi penguasa Indonesia yang tidak mampu lagi membayar utang-utang
mereka (dalam voluta asing) terhadap kreditur luar negeri, bahkan ada yang
berhenti membayar utang-utang mereka yang telah jatuh tempo. Bagi kreditur
tanpa jaminan (unsecured), keadaan tersebut menjadi persoalan karena tidak ada
aset yang dapat diuangkan oleh kreditur satu jalan singkat untuk memperoleh

pembayaran (meskipun hanya sebagian) adalah proses kepailitan.

Begitu pula bagi debitur yang berasal dari luar Indonesia, untuk
menghidari kejaran penagihan kreditur lebih baik mengajukan permohonan
kepada pengadilan agar dinyatakan pailit. Sedangkan bagi kreditur dengan
jaminan (secured) secara yuridis, apabila debitur berhenti membayar tidak perlu

terlalu resah. Para kreditur yang memegang jaminan berhak menjual jaminan

" Black’s Law Dictionary, Sixth edition, (St. Paul Minnesota, West Publishing & Co.
1990), him.147.

8 Selain Indonesia, terdapat beberapa negera asing yang juga terkena dampak dari krisis
moneter, yaitu Korea Selatan, Vietnam, dan Philipina. Lihat : (Doty Damayanti, “Kegelisahan
Perekonomian Indonesia”, Kompas, (25 September 1998), him. 21.



untuk pelunasan. Dalam peraturan kepailitan yang lama (sebelum undang-undang
baru), para kreditur yang memegang hak jaminan dapat menjual barang jaminan

tanpa terpengaruh debitur dinyatakan pailit.

International monetary Fund/IMF  (Badan Internasional yang
memeberikan bantuan pinjaman dana keuangan) sebagai pemberi utang kepada
pemerintah Indonesia berpendapat bahwa upaya mengatasi krisis moneter tidak
terlepas dari keharusan penyelesaian utang-utang luar negeri dari pengusaha
Indonesia atau pengusaha asing yang mempunyai utang warga Negara Indonesia.
Oleh karena itu, IMF mendesak agar pemerintah RI segera mengganti atau
merubah peraturan kepailitan yang berlaku, (yaitu Faillisement Verordering)
sebagai sarana agar utang-utang pengusaha Indonesia serta pengusaha asing

terhadap krediturnya dapat segera terselesaikan.

Atas desakan IMF tersebut, maka pada tanggal 22 April 1998, lahirlah
Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 tentang
perubahan atas Undang-undang tentang Kepailitan (disingkat Perpu Kepailitan).
Setelah lima bulan kemudian, pemerintah Rl menetapkan Perpu tersebut menjadi
Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Sejak
diundangkannya Undang-Undang Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998, dibentuklah
pengadilan khusus di lingkungan Peradilan Umum yang bertugas untuk

menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara-perkara di bidang kepailitan.



Pengadilan Khusus yang berwenang menetapkan seseorang, perusahaan atau

badan usaha dalam keadaan pailit adalah pengadilan Niaga.’

Dalam ranah memperbaiki peraturan perundang-undangan untuk
melindungi para pihak yang menjalankan usaha secara lintas batas negara. Negara
Indonesia disamping mengundangkan terkait Undang-Undang Penanaman Modal
Asing dan Kepailitan. Negara Indonesia juga menjalin kerja sama dalam ranah
perjanjian bilateral dan perjanjian ekstradisi. Hal ini terbukti dengan adanya
perjanjian bilateral mengenai investasi dengan negara Australia yang diatur dalam
Australian Treaty Series 1993 no.19 dan Perjanjian Ekstradisi yang sudah

diratifikasi dalam bentuk Undang-Undang Nomor 8 tahun 1994.

Hal ini membuktikan keseriusan Indonesia dalam melindungi para pihak
yang melakukan kegiatan Bisnis lintas batas negara. Selaras dalam mewujudkan
prinsip-prinsip negara hukum, diperlukan baik norma-norma hukum atau
peraturan perundang-undangan, juga aparatur pengemban dan penegak hukum
yang profesional, berintegritas, dan disiplin yang didukung oleh sarana dan
prasarana hukum serta perilaku hukum masyarakat. Oleh karena itu, setiap
negara hukum termasuk negara Indonesia harus memiliki institusi aparat
penegak hukum yang berfungsi untuk menegakkan keadilan dan menciptakan
keadaan yang adil dan tentram. Aparat penegak hukum tersebut terdiri dari

Polisi, Hakim, Jaksa dan Advokat. Dalam menjalankan tugasnya mereka

° Mahkamah Agung RI, Pedoman Pelaksanaan Administrasi Penyelesaian Sengketa
Perkara pada Pengadilan Niaga, (Jakarta: Mahkamah Agung R1,1998), him. 1.



mempunyai peran dan tugas masing-masing yang saling berkaitan dan tidak

dapat dipisahkan.

Kedudukan aparat dalam pelaksanaan peradilan merupakan subsistem
yang mendukung total sistem proses penegakan hukum dalam suatu kesatuan
menyeluruh, sehingga harus dipikirkan langkah-langkah yang menuju suatu
pelembagaan alat-alat kekuasaan penegak hukum dalam suatu pola law
enforcement centre, yaitu suatu lembaga yang menghimpun mereka dalam
sistem penegakan yang terpadu dalam suatu sentra penegakan hukum. Dalam
sentra tadilah berlangsung proses penegakan hukum mulai dari penyidikan,
penuntutan, dan peradilan. Sehingga, dalam penertiban aparat yang pertama
kali dilakukan ialah tindakan pembentukkan dan penjernihan fungsi dan

wewenang di antara sesama instansi aparat penegak hukum.°

Pembentukan dan penjernihan wewenang dalam ranah peradilan telah
diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.
Pada hal ini mengenai hakim dalam mengadili atau memutuskan suatu perkara.
Di mana, Hakim menjadi pemutus akhir dari suatu perkara. Sehingga, putusan

hakim dalam menegakan hukum harus sejalan dengan nilai-nilai keadilan.

Menimbang dengan seksama dalam arti ketentuan putusan hakim lebih
cenderung tidak begitu dalam memaknai atau mengkaji ketentuan Pasal 23
Undang-undang tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman khususnya ayat (1).

Hal ini terlihat dalam beberapa perkara yang berkaitan dengan ranah hukum

0°C.S.T. Kansil, Pengantar llmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Cetakan ketujuh,
(Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hIm. 65.



perdata Internasional yang dalam hal ini berkaitan dengan perkara kepailitan

perusahaan multinasional.

Salah satu perkara tersebut adalah perkara nomor 84/Pailit
/2000/PN/Niaga/Jkt.Pst. yakni perkara antara perusahaan Jepang dengan
perusahaan Belanda yang berkedudukan di Indonesia. Perkara ini berkaitan
dengan tidak diterimanya permohonan pailit yang diajukan perusahaan Jepang
kepada perusahaan Belanda. Hal tersebut karena surat kuasa dari perusahaan
Jepang keabsahannya tidak sesuai prosedur. Padahal, perushaan Belanda ini sudah
memenuhi syarat kepailitan yang diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 4
Tahun 1998 tentang Kepailitan mengenai adanya utang yang sudah dapat ditagih

karena jatuh tempo dari kreditur atau lebih yang sudah jatuh tempo.

Hal ini serupa juga dengan perkara nomor 30/ Pailit/ 2002/ PN/ Niaga/
Jkt.Pst. sengketa antara Nyoman Soerabratha dan Ir. Marcus Pramono S sebagai
Pemohon Pailit melawan pihak Termohon The Ostrich Meat & Marketing Co.
(Australia) Ltd., yakni suatu perusahaan multinasional dari Australia yang
menjalankan kegiatan usahanya di wilayah Asia termasuk di Indonesia.
Perusahaan Australia ini telah mempunyai 12 Kreditur di Indonesia yang sudah
jatuh waktu pembayaran utangnya. Sehingga dimohonkan pailit di Pengadilan
Niaga Jakarta Pusat oleh para kreditur yang diwakili oleh Bapak Nyoman
soerabratha dan Ir. Marcus Pramono S. Namun, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat
memutuskan tidak menerima permohonan pailit tersebut karena perusahaan

multinasional tersebut tidak terbukti berkedudukan di Indonesia dan tidak



mempunyai kantor perwakilan yang sesuai dengan peraturan Perusahaan dan

Penanaman Modal Asing di Indonesia.

Dalam Perkara Kepailitan Lintas batas Negara hakim hanya menggunakan
satu pandangan peraturan saja. Sehingga, asas keadilan dalam menyelesaikan
perkara dalam pengadilan tidak sampai kepada para pencari keadilan yang dalam
perkara ini adalah para kreditur dari Indonesia. Terbukti bahwa 12 kreditur dari
warga negara Indonesia tidak jelas mengenai utang yang dibawa oleh perusahaan

multinasional tersebut.

Hakim dalam menjatunkan putusan dalam perkara ini tidak
memperhatikan ketentuan-ketentuan Internasional yang berada dalam Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1998 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 37
Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Hukum Acara Perdata di Indonesia yang
menyatakan, bahwa : Dalam hal debitor asing (tergugat) yang berkedudukan di
luar negeri, sedangkan pihak kreditor (penggugat) berkedudukan di Indonesia.
Maka Pengadilan Indonesia juga berhak untuk mengadili berdasarkan Pasal 118
ayat (4) HIR, Pasal 3 Ab, dan Pasal 100 Rv, dimana permohonan pailit diajukan
di pengadilan tempat kedudukan pihak kreditor, dalam hal ini Indonesia.
Sedangkan, berdasarkan Pasal 3 ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004, Pengadilan
Niaga di Indonesia juga berwewenang untuk mengadili debitor yang tidak
berkedudukan di Indonesia sepanjang debitor tersebut menjalankan profesi atau

usahanya di wilayah Negara Republik Indonesia.



Dengan berdasarkan ketentuan Pasal 100 Rv dimana orang asing atau
WNA juga dapat diadili di Pengadilan yang terletak di Wilayah Hukum
Indonesia. Maka, Debitur yang tidak berkedudukan di Indonesia tersebut.
Sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004, juga dapat

berupa debitur asing yang tidak berkedudukan di Indonesia.

Berdasarkan keseluruhan penjelasan serta penjabaran secara umum di atas,
khususnya mengenai wewenang hakim dalam menangani perkara kepailitan di
Pengadilan Niaga maka sesuai dengan Kekuasaan Kehakiman, Hakim dapat
memutuskan perkara kepailitan dengan putusan dapat diterima atau tidak dapat

diterima atas suatu permohonan kepailitan yang telah diajukan.

Seperti halnya kasus yang diputuskan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat
dengan nomor perkara 30/Pailit/2002/PN.Niaga/Jkt.Pst. sengketa antara Nyoman
Soerabratha dan Ir. Marcus Pramono S sebagai Pemohon Pailit melawan pihak
Termohon The Ostrich Meat & Marketing Co. (Australia) Ltd., suatu perusahaan
asing dari Australia yang menjalankan usahanya di Indonesia dinyatakan tidak
diterima. Padahal, Perusahaan asing tersebut mempunyai banyak kreditur yang

sudah jatuh tempo dan belum dilunasi utang-utangnya.

Secara ketentuan hukum yang berlaku, dapat ditarik kesimpulan bahwa
permohonan pailit terhadap perusahaan asing asal Australia ini sudah dapat
dikatakan pailit. Namun, Hakim dari pengadilan Niaga Jakarta Pusat menyatakan
tidak dapat diterima dengan alasan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tidak

berwenang dalam memutuskan permohonan pailit atas perusahaan asing ini.
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Berawal dari alasan di atas, peneliti merasa sangat perlu untuk melakukan
penelitian dengan judul” Pertimbangan Hakim yang Tidak Menerima
Permohonan Pailit Perusahaan Multinasional di Indonesia (Analisis Putusan

Nomor 30/Pailit/2002/ PN.Niaga/Jkt/Pst)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya ialah

sebagai berikut:

1. Apakah dasar pertimbangan hakim Pengadilan Niaga yang tidak menerima
permohonan pailit dalam putusan perkara nomor 30/Pailit/2002/PN.
Niaga/Jkt/Pst terhadap The Ostrich Meat & Marketing Co (Australia) Ltd,
sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di
Negara Indonesia?

2. Bagaimana upaya hukum para Pemohon Pailit atas tidak diterimanya
permohonan Pailit terhadap The Ostrich Meat & Marketing Co (Australia)
Ltd oleh Pengadilan Niaga Negara Indonesia.?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim yang tidak menerima
permohonan pailit dari kreditur ke perusahaan multinasional yang
diputuskan di Pengadilan Niaga di Indonesia sudah sesuai dengan

Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
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2. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan para pemohon

pailit atas tidak diterimanya permohonan pailit terhadap The Ostrich Meat

& Marketing Co (Australia) Ltd yang menjalankan usahanya di wilayah

Negara Indonesia.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kemanfaatan secara teoretis

maupun secara praktis sebagai berikut :

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi
bagi perkembangan keilmuan hukum dalam bidang Hukum Kepailitan
Lintas batas Negara pada umumnya serta sebagai acuan terhadap
penelitian-penelitian sejenis pada khususnya.

2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana
keilmuan dalam bidang hukum khususnya perkara kepailitan lintas
batas Negara bagi hakim dalam menjatuhkan suatu putusan.

D. Telaah Pustaka

Dalam penyusunan sebuah karya ilmiah, studi pustaka sangatlah penting
sebelum penyusun melakukan langkah yang lebih jauh dan berguna untuk
memastikan orisinalitas bahwa pertimbangan hakim yang tidak menerima
permohonan pailit Perusahaan Multinasional yang menjalankan kegiatan
usahanya di Indonesia dengan menganalisis Putusan Pengadilan Niaga Nomor
30/Pailit/2002/Pn.Niaga/Jkt/Pst. sengketa antara Nyoman Soerabratha dan Ir.
Marcus Pramono S sebagai Pemohon Pailit melawan pihak Termohon The
Ostrich Meat & Marketing Co. (Australia) Ltd., suatu perusahaan asing dari

Australia yang menjalankan usahanya di Indonesia belum pernah diteliti atau
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dibahas lebih jelas oleh peneliti sebelumnya. Namun demikian, kajian-kajian
mengenai hukum perdata Internasional dalam putusan kepailitan telah banyak
dibahas. Sekaligus berguna untuk memberikan batasan dan kejelasan pemahaman

yang telah didapat.

Penyusun telah melakukan pra penelitian terhadap beberapa karya ilmiah
yang mempunyai korelasi tema dengan topik skripsi ini. Akan tetapi, dari
beberapa literatur tersebut penyusun menemukan perbedaan artikulasi

pembahasan antara yang dibahas oleh literatur-literatur tersebut dengan skripsi ini.

Beberapa karya ilmiah di antaranya adalah Tesis yang berjudul “Kajian
Penyelesaian Perkara Utang Piutang Putusan Pengadilan Niaga dalam
Hubungannya dengan Pengertian Sumir berdasarkan Undang-Undang Nomor 4
Tahun 1998 Tentang Kepailitan™.™ Tesis hasil karya Nenny Yulianny mahasiswa
megister Kenotariatan universitas Diponegoro ini berbeda dengan penyusun tulis.
Di mana tesis ini lebih menekankan pada kajian normatif Undang-undang
Kepailitan. Sedangkan, Penyusun dalam skripsinya tidak hanya menganalisis
dengan Undang-undang Kepailitan saja akan tetapi Penyusun akan menerangkan
juga terkait perlindungan kreditur perusahaan asing yang tidak diterima
kepalitannya di Indonesia. Disamping itu, berbeda pula pokok perkara yang akan
dianalisis penyusun dengan tesis karya mahasiswi Program Studi Megister

Kenotariatan Universitas Diponegoro. Adapun Persamaan dalam penulisan skripsi

1 Nenny Yuliany, “Kajian Penyelesaian perkara utang piutang putusan Pengadilan Niaga
dalam hubungannya dengan pengertian sumir berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998
tentang Kepailitan”, Tesis, (Semarang: Magister Kenotariatan, Pascasarjana Universitas
Diponegoro, 2005).
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ini terletak pada pengkajian Undang-undang Kepailitan dalam pengkajian pokok
perkara yang diselesaikan di Pengadilan Niaga.

Selanjutnya, karya ilmiah yang tertulis dalam Jurnal Hukum Universitas
Brawijaya Malang yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Kreditur atas
Tidak Diterimanya Permohonan Pailit terhadap Perusahaan Asing yang
Menjalankan Kegiatan Usahanya di Indonesia (Studi Putusan PN Niaga Jakarta
Pusat Nomor: 30/PAILIT/2002/PN.NIAGA/JKT.PST)”. Dalam karya tulis ini
hampir memiliki kesamaan dengan tulisan penyusun. Persamaannya terletak pada
perlindungan terhadap kreditur atas tidak diterimanya permohonan pailit
perusahaan asing yang menjalankan usaha di wilayah Indonesia yang menjadi
muatan dalam penulisan skripsi oleh penyusun. Namun, tentunya ada perbedaan
dalam penulisan dua karya ilmiah ini yang lebih mengacu terhadap pertimbangan

hakim dalam memutuskan perkara kepailitan tersebut.*

Selanjutnya karya Ilmiah berupa skripsi yang ditulis oleh Susanti salah
satu sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman yang
berjudul “Penolakan Permohonan Kasasi dalam perkara kepailitan (Suatu
Tinjauaan Yuridis terhadap Putusan 771 K/Pdt.sus/2010 Mahkamah Agung)”.
Membahas mengenai ketidak puasan sebuah perusahaan yang dinyatakan pailit

sehingga hakim mempertimbangkan menolak permohonanan kasasi yang telah

2 Dessi Firizki, “Perlindungan Hukum terhadap Kreditur atas Tidak Diterimanya
Permohonan Pailit Terhadap Perusahaan Asing yang Menjalankan Kegiatan Usahanya di
Indonesia (Studi Putusan PN. Niaga Jakarta Pusat Nomor:
30/PAILIT/2002/PN.NIAGA/JKT.PST)”. Jurnal, (Malang: Jurnal Hukum, Fakultas Hukum
Brawijaya, 2003).
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diajukan.’® Penulisan Srikpsi ini berbeda dengan penyusun tuliskan karena
penyusun lebih mengupas terkait dasar pertimbangan Hakim dalam tidak
menerima permohonanan kepailitan di tingkat pertama. Persamaan dalam
penyusunan skripsi ini dengan skripsi karya Susanti ini terletak pada studi
terhadap putusannya.

Karya ilmiah selanjutnya berjudul “Pembatalan Putusan Pailit Akibat
Adanya Utang yang Tidak Dapat Dibuktikan Secara Sederhana dalam Perjanjian
Kerja Sama (Kajian Putusan Mahkamah Agung No. 704.K/Pdt.Sus/2012) ™.
Karya ilmiah yang ditulis Syah Yannuar Ariefandi, Kopong Paron Pius, Iswi
Hariyani Hukum Perdata Ekonomi, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ)
ini lebih menekankan pada pembatalan yang diputuskan Hakim dikarenakan
disaat melakukaan upaya hukum terdapat ketidaksesuaian fakta yang ada.
Sehingga, berbeda dengan apa yang penulis tulis dalam karya ilmiahnya.'*

Selanjutnya karya ilmiah berupa skripsi diantaranya adalah skripsi yang
berjudul “Tinjauan Hukum Perdata Internasional atas Putusan Perkara Kepailitan
Badan Hukum Asing oleh Pengadilan Niaga Indonesia (Studi Kasus: Putusan
MARI No0.033/K/N/2006 Jo. Putusan Pengadilan Niaga No. 16/Pailit/2006/PN.

Niaga/JKT.PST dan Putusan Pengadilan Niaga No. 03/ pailit/ PN.Niaga.

3 Susanti,” Penolakan Permohonan Kasasi dalam Perkara Kepailitan (Suatu Tinjauan
Yuridis terhadap Putusan 771 K/Pdt.sus/2010 Mahkamah Agung)”. Skripsi, (Purwakerto: Ilmu
Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirma, 2013).

4 Syah Yannuar Ariefandi, dkk, “Pembatalan Putusan Pailit Akibat Adanya Utang yang
tidak Dapat Dibuktikan Secara Sederhana dalam Perjanjian Kerjasama (Kajian Putusan Mahkamah
Agung No. 704.K/Pdt.Sus/2012) ”. Jurnal, (Jember: Jurnal Lentera, Fakultas Hukum, Universitas
Jember, 2014).
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JKT.PST)”. ** Skripsi hasil karya Yulius Ibrani salah satu Sarjana Hukum dari
Universitas Indonesia ini berbeda dengan penyusun tulis. Di mana skripsi buah
karya Julius Ibrani ini lebih menekankan pada teori Hukum Perdata Internasional
dan perbandingan sistem kepailitan di Indonesia dan Amstredam. Sedangkan
Penyusun dalam skripsinya tidak hanya menerangkan teori Hukum Perdata
Internasional dalam kepailitan saja. Namun, Penyusun menerangkan juga terkait
tinjauan Hukum Perdata Internasional terhadap perlindungan kreditur perusahaan
asing yang tidak diterima kepalitannya di Indonesia. Di samping itu, berbeda pula
putusan yang akan dianalisis penyusun dengan skripsi karya Sarjana Hukum
Universitas Indonesia ini. Adapun persamaan dalam penulisan skripsi ini terletak
pada tinjauan Hukum Perdata Internasional terhadapat perkara Kepailitan
Perusahaan Asing di Indonesia.
E. Kerangka Teoretik

1. Teori Teritorial

Tokoh-tokoh teori ini adalah : Dicley, Beale, dan schmithoff. Teori
teritorial bertitik tolak dari pengertian kedaulatan (sovereignty) dalam arti
Hukum Internasional publik dan merupakan pengembangan modern dari teori
statuta Belanda yang dikembangkan oleh Ulrik Huber dan Johannes Voet. Di

Amerika Serikat, dikembangkan teori teritorial ini di dalam The First

> Yulius Ibrani,” Tinjauan Hukum Perdata Internasional atas Putusan Perkara Kepailitan
Badan Hukum Asing oleh Pengadilan Niaga Indonesia (Studi Kasus: Putusan MARI
N0.033/K/N/2006 jo. Putusan Pengadilan Niaga No. 16/pailit/2006/PN. Niaga/JKT.PST dan
Putusan Pengadilan Niaga No. 03/pailit/PN.Niaga.JKT.PST)”. Skripsi, (Depok: IImu Hukum,
Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2011).
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Restatement on Conflict of Laws sebenarnya menjadi awal dari penggunaan

pendekatan tradisional. Prinsip dasar teori ini adalah :

“Sistem Hukum yang diberlakukan di dalam buku peradilan suatu
negara pada dasarnya adalah sistem hukumk intern negara itu;
sistem-sistem hukum asing (negara lain) hanya akan diberlakukan
dan/ atau dipertimbangkan sejauh penguasa/ pemegang kedaulatan
di Negara forum mengizinkannya.”

Prinsip ini tampak sejalan dengan asas yang dikenal dalam hukum
internasional (Publik), yaitu asa comitas gentium (sopan-santun antarbangsa)
yang dipelopori oleh Ulrik Huber sebagai pencetus teori statuta Belanda. Teori
ini adakalanya dianjurkan untuk digunakan demi terciptanya keadilan dalam
penyelesaian perkara-perkara HPI seandainya ketidakadilan (Injustice) dapat
terjadi jika hukum asing yang relevan ternyata diabaikan. Dalam
perkembangannya, asa comitas gentium ini lambat laun memperoleh
interprestasi modern yang kemudian menjadi terkenal sebagai doktrin tentang
hak-hak yang diperoleh (the doctrine of verted rights)', yang berpandangan

bahwa :

“Forum suatu negara pada prinsipnya tidak pernah memberlakukan
hukum asing dalam arti seperti itu, melaikan hanya berurusan
dengan hak-hak yang telah diterbitkan berdasarkan hukum asing
tertentu yang harus dibuktiakan keberadaanya sebagai fakta di
depan forum.”

Profesor Joseph E. Beale yang menjadi repoter dalam penyusunan The
First Restatement-conflict of Laws Amerikan Serikat pada tahun 1935

menyatakan bahwa :

18 Prof.G.C. Cheshire menggunakan sebutan Theory of Acquired Rights. Lihat lebih
lanjut, Private International Law, 1992, him. 27 dst.
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“A Right having been created by the approprivate law, the
rocognitation of its existence should follow everywhere. Thus an
act valid where done cannot be called in question anywhere.”*’

Jadi dalam HPI forum pada dasarnya tidak mengakui atau memberlakukan
hukum asing di dalam wilayah yuridiksinya, tetapi hanya mengakui hak-hak
yang sudah diterbitkan secara sah berdasarkan hukum asing. Cara berpikir
tersebut yang mendorong para pendukung teori ini beranggapan bahwa dalam
perkara HPI forum tidak perlu membedakan antara fakta dan hukum karena HPI
berfungsi untuk mengakui hak-hak asing yang telah diperoleh secara sah sebagai
fakta dan bukan dalam arti memberlakukan hukum asing. Namun, forum juga
tetap memiliki kewenangan untuk mengabaikan hak-hak yang telah diperoleh
berdasarkan hukum asing itu, dengan menggunakan alasan demi Kketertiban

umum.

Teori ini memberikan sumbangsih penting bagi HPI dalam arti bahwa
melalui teori ini orang dapat menyadari bahwa dalam menjawab persoalan
hukum apa yang harus diberlakukan dalam menyelesaikan suatu perkara yang
mengandung unsur-unsur asing selalu dapat dilihat bahwa forum menghadapi
dua sisi dari satu persoalan yang sama. bahwa di satu pihak, pengakuan atas hak-
hak yang terbit berdasarkan hukum asing dapat selalu diberikan demi keadilan
dalam menyelesaikan perkara, melalui recognation of vested or acquired rights.
Namun, di lain pihak, kedaulatan negara forum dapat selalu mengesampingkan
hak-hak asing itu apabila pengakuan terhadap hak-hak asing itu dianggap in

contrary to the public interests of the forum.

7 Beale, Joseph E., A Treatise on the conflict of Laws, New York, 1935, him. 35.
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2. Teori Hukum Lokal (the Local Law Theory)

Teori ini dikembangkan di Amerika Serikat pada tahun 30-an dengan
tokoh utamanya Prof. Walter Wheeler Cooke. Teori ini dapat dipandang sebagai
usaha untuk menerapkan prinsip teritorial secara lebih radikal. Titik teori ini

adalah :

“tidak ada badan peradilan suatu negara yang menerapkan kaidah-
kaidah hukum negara lain, selain kaidah-kaidah hukum dari sistem
hukumnya sendiri.”

Selanjutnya, Prof. Cooke menyatakan bahwa dalam penyelesaian perkara-

perkara yang mengandung unsur asing, pengadilan selalu:

“.... alaways applies its own to the case, but in doing so adoptr and
enforces as its own law rule of decision identical, or at latest higly
similar though not identical in scope, with a rule of decision in the
system of law in force in another state or country with which some
or all of the foreign elements are connected.”*®

Berdasarkan titik tolak ini, tidak ada pengadilan yang harus
memberlakukan suatu hak asing begitu saja. Dalam sistem conflict of laws
Amerika Serikat, terhadap pernyataan, misalnnya pemberian ganti rugi akibat
suatu perbuatan melawan hukum yang seluruhnya dilakukan disuatu negara
asing harus dilaksanakan dan ditentukan berdasarkan hukum dari tempat asing
itu? Menurut Prof. Cooke, tidak perlu! Karena yang dimaksudkan dengan
“penerapan hukum asing” tidak pernah berarti bahwa forum harus menyerahkan

seluruh berkas perkara itu ke pengadilan negara asing yang bersangkutan untuk

18 Cooke Walter Wheeler, Logical and legal Basis of the Conflict of Law, (Cambridge,
Massachusetts, 1942), him. 111.
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diselesaikan suatu gugatan ganti rug, hal itu dilakukan semata-mata demi
pemenuhan tuntutan kebutuhan sosial (social convenience) saja untuk
memberikan ganti rugi dengan cara yang semirip mungkinm dengan aturan

tentang hal itu yang dikenal di negara asing yang bersangkutan.

Jadi forum dalam hal ini tidak mengakui, memberlakukan, atau
menerapkan suatu hak atau hukum asing, tetapi hanya mkenerapkan suatu hak
yang diciptakannya sendiri, dengan mempertimbangkan kemiripannya dengan
hak atau lembaga hukum sejenis yang dikenal di dalam sistem hukum asing

tertentu.®

Cooke lebih jauh menyatakan bahwa hukum dalam arti pregmatik
sebenarnya lebih dari sekedar prediksi tentang apa yang akan diputuskan oleh
seorang hakim dalam pemutusan sebuah perkara. Karena itu, konsep-konsep
hukum yang dikenal di dalam lex fori dalam perkara-perkara HPI harus
digunakan secara relatif dan fungsional. Dalam menghadapai masalah-masalah
HPI hakim tidak perlu memberikan penafsiran yang identik dengan konsep-
konsep lex fori yang biasa digunakan untuk menyelesaikan perkara-perkara

domestik.

Pendekatan Prof. Cooke ini sebenarnya mirip dengan pandangan Hans

Kelsen tentang HPI yang menganggap bahwa :

“dalam kasus-kasus tertentu., hukum dari suatu negara akan
mengarahkan pranata-pranata hukumnya sedemikian rupa sehingga

9 Prof. Cooke dianggap memiliki pandangan bahwa : “Choice of law is a question of
policy and not of compulasion.” Lihat lebih lanjut, Cramton, Roger C.; Currie, David P,; and Kay,
Herman Hill, Conflict of Laws West Publishing, Minnessotta, 4" Ed., 1987, him.8.
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asas-asas hukum yang dikenal secara lokal dapat tetap diterapkan,
tetapi mengandung aturan hukum yang sama dengan ketentuan-
ketentuan sejenis yang dikenal di dalam suatu sistem hukium
asing.”

3. Teori Inkorporasi

Menurut teori ini suatu badan hukum tunduk pada hukum dimana ia
didirikan atau dibentuk, yakni ada negara yang hukumnya telah diikuti sewaktu
mengadakan pendirian atau pembentukan badan hukum tersebut.

Menurut Undang-Undang No.1 tahun 1995 Tentang  Perseroan
Terbatas dan RUU HPI Indonesia pasal 7 teori inkorporasi dianut di
Indonesia dalam menentukan hukum yang berlaku bagi suatu badan
hukum.

Pilihan Forum dan Pilihan hukum dapat menimbulkan masalah, jika
pengadilan yang dipilih bukan pengadilan di negara tempat dieksekusinya
putusan pengadilan, misalnya jika yang dipilih bukan pengadi

lan di negara tempat dimana asset debitor pailit terletak. Putusan hakim
dari negara tertentu hanya dapat dilaksanakan di dalam wiliyah negara itu
sendiri dan tidaklah dapat dilaksanakan di negara lain. Di Indonesia sendiri
putusan hakim asing tidak dapat langsung dilaksanakan di dalam wilayah
Republik Indonesia, terutama putusan hakim asing yang bersifat
penghukuman (condemnatoir).”® Larangan  untuk melaksanakan putusan
asing di wilayah Republik Indonesia muncul karena dianggap sebagai suatu

pelanggaran terhadap asas kedaulatan negara RI sebagai negara merdeka dan

% Gautama (d), Hukum Perdata Internasional Indonesia Buku Kedelapan.., him.281.
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berdaulat.*> Hal ini disebabkan berlakunya prinsip teritorialitas atau asas
kedaulatan territorial (Principle of territorial sovereignty) yang mensyaratkan
bahwa putusan yang ditetapkan di luar negeri tidak dapat secara langsung
dilaksanakan dalam wilayah lain atas kekuasaan sendiri.??

Namun, keputusan hakim asing yang tidak meminta diadakannya
eksekusi terhadap harta benda vyang terletak dalam wilayah Republik
Indonesia dapat diakui sepanjang peradilan luar negeri yang memutuskan ini
memang berwenang untuk membuat keputusan tersebut dan bahwa keputusan
tersebut memang telah dibuat secara sah (ke putusan yang bersifat
declaratoir dan constitutive).” Hal ini karena pada umumnya keputusan-
keputusan declaratoir dan constitutive ini tidak memerlukan pelaksanaan.?*
Keputusan-keputusan semacam ini  hanya menciptakan hak-hak dan
kewajiban-kewajiban dari orang yang bersangkuktan dalam hubungan tertentu
dan karenannya mudah diakui oleh hakim luar negeri (dimana keputusan
dibuat).®

Berdasarkan pasal 436 Rv ialah keputusan luar negeri pada
umumnya tidak dapat dilaksanakan didalam wilayah negara Indonesia. Namun

hal itu hanya dibatasi pada putusan hakim asing yang bersifat condemnatoir.

! Tineke Louise Tuegeh Longdong, Asas Kerertiban umum dan konvensi New
York 1958 (Bandung: PT Citra AdityaBakti, 1998), him. 187.

? 1bid., him. 192.
%% Gautama, Kontrak Dagang Internasional, ...., him. 53.
* Gautama (d), HukumPerdata Internasional Indonesia Buku Kedelapan,.... him. 282.

% bid., him. 290.
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Berdasarkan pasal tersebut putusan hukum asing tidak dapat dijalankan di
Indonesia, sehingga secara analogi. Maka putusan  hakim Indonesia yang
menyatakan pailit, tidak dapat dijalankan di luar negeri.?

Hal-tersebut pun tidak terlepas dari asas kedaulatan territorial
(Principle of territorial sovereignty) yang berdasarkan prinsip tersebut
keputusan hakim asing tidak dapat secara langsung dilaksanakan dalam
wilayah negara dalam atas kekuatanuya sendiri. Terlebih dengan apabila
tidak adanya perjanjian intemasional antara Indonesia dengan negara lain.
sehingga keputusan-keputusan asing tidak dapat dilaksanakan di wilayah RI.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara bertindak menurut sistem aturan

atau tatanan yang bertujuan agar kegiatan praktis terlaksana secara rasional dan

% pasal 436 Rv Berbunyi antara lain:

| .Diluar keadaan-keadaan yang disebutkan dalam pasal 724 Kitab Undange
Undang Hukum Dagang dan undang-undang lain, maka putusan-putusan hakim negeri
asing tidak dapat dijalankan di wilayah hukum negara Indonesia,

2.Perkara-perkara yang bersangkutan dapat diajukan, diperiksa, dan diputus bagi
dimuka Pengadilan Indonesia

3,Dalam  keadaan-keadaan yang dikecualikan pada ayat (I), putusan-putusan
hakim negeri asing hanya dapat dijalankan sesudah dibuatkan suatu permohonan dan
terdapat izindari hakim di Indonesia, dimana putusan itu hams dijalankan.

4,Dalam hal memohon clan memberikan izin ini perkaranya tidak akan diperiksa
kembali,

Lihat. juga Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Perdata Internasional,
Cetakan Kedua, (Jakarta: N,V, Van Drop & Co, 1954), him. 40.
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terarah sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal dan optimal.?” Oleh karena
itu, penelitian ini menggunakan metode-metode sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini adalah
penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang mengambil
data-data dari studi kepustakaan dalam penyusunan skripsi ini. Penelitian
Kepustakaan ini disebut juga sebagai penelitian kualitatif deskriptif
kepustakaan atau penelitian bibliografis dan ada juga yang mengistilahkan
dengan penelitian non reaktif, karena penelitian ini termasuk penelitian
kualitatif yang menjadikan data-data yang bersfiat teoritis dan dokumentasi
yang ada diperpustakaan.?®
2. Sifat Penelitian
Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah

f2°, yaitu menganalisis persoalan hukum dengan aturan yang berlaku

persepekti

dan cara mengoperasionalkan aturan tersebut dalam peristiwa hukum.
Sehingga merujuk pada Perudang-undangan (Statue Approach) dan

Analitis (Analytical Approach).

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun untuk memperoleh data-data yang relevan dalam penelitian ini

dengan teknik kepustakaan melalui menelaah buku-buku yang relevan dengan

2" Anton Bakker, Metode-Metode Filsafat, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), him.10.
8 Muhktar, Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif, (Jakarta: Referensi, 2013), him. 6.

% peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Media Group, 2010),
him.22.
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masalah yang dibahas.*® Dengan mengunakan beberapa bahan Hukum

dianataranya :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu semua aturan hukum yang

dibentuk dan/ atau dibuat secara resmi oleh suatu lembaga Negara,

dan/ atau

badan-badan pemerintahan yang demi tegaknya akan

diupayakan berdasarkan daya paksa yang dilakukan secara resmi pula

oleh aparat Negara. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang

digunakan
1)
2)
3)
4)

5)

6)

7)

adalah:

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (HIR/RBG)
Reglement op de Rechtsvordering (RV)

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan
dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman
Modal Asing (UUPMA)

UU No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan
Kehakiman Republik Indonesia dirubah menjadi Undang-
Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 4 Tahun 2004
Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Dirubah menjadi

Undang-undang Nomor 48 tahun 2009.

% 1bid., him. 201.
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8) Peraturan perundang-undangan lainnya yang memiliki
kaitan dengan objek penelitian
9) Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat nomor
30/PAILIT/2002/ PN.NIAGA/JKT.PST.
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan Hukum Sekunder vyaitu bahan-bahan yang erat
hubungannya  dengan bahan hukum primer dan dapat yang
memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat
membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer berupa
literatur atau pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang
diteliti.
c. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan
petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan
hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensklipodia.®*
4. Pendekatan Penelitian
Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
Yuridis Normatif yang melihat hukum sebagai sistem normatif yang tertutup

otonom, terlepas dari perilaku kehidupan masyarakat dan mengabaikan norma

1 Amirudin, dan H.Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT
Raja Grafindo Persada, 2003), him.32.
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hukum.®* Peneliti mencoba memfokuskan dan menjawab permasalahan dari
segi kaca mata hukum dan mengabaikan norma lain selain hukum.
5. Teknik Analisis Data

Bahan hukum dalam penelitian ini akan disajikan dengan cara teks
normatif yaitu penyajian dalam bentuk uraian yang mendasarkan pada teori
yang disusun secara logis dan sistematis. Keseluruhan bahan hukum yang
diperoleh dihubungkan sedemikian rupa satu dengan yang lainnya dan
disesuaikan dengan pokok permasalahan yang diteliti untuk menjawab

permasalahan yang ada.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan karya ilmiah berupa skripsi ini, penyusun sementara

membagi penulisan menjadi 5 (lima) bab, yaitu sebagai berikut :

Bab Pertama berisi pendahuluan yang bertujuan mengantarkan
pembahasan secara keseluruhan. Bab ini meliputi latar belakang masalah,
rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tujuan penelitian, telaah

Pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab Kedua membahas mengenai tinjauan umum tentang pertimbangan
hakim dalam menjatuhkan putusan serta tinjauan umum mengenai Kepailitan

Lintas batas Negara dan tinjauan umum perusahan multinasional.

%2 Roni Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Ghalia Indonesia,
1988), him.13.
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Bab ketiga mengenai analisis yuridis terhadap putusan Pengadilan Niaga

Jakarta Pusat nomor perkara 30/Pailit/2002/PN.Niaga/Jkt.Pst.

Bab Keempat membahas mengenai upaya hukum para Pemohon Pailit atas
tidak diterimanya permohonan pailit terhadap perusahaan multinasional yang

menjalankan usahanya di Indonesia.

Bab Kelima Penutup, berisi kesimpulan dan saran dalam penulisan terkait

dengan judul karya ilmiah berupa skripsi ini.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasakan uraian yang telah penyusun kemukakan tersebut tentang hal-
hal yang berkaitan dengan Kepailitan, dalam sebuah hasil skripsi mengenai
pertimbangan hakim yang tidak menerima permohonan pailit terhadap perusahaan
multinasional di Indonesia (Analisis Putusan Nomor 30/ Pailit/ 2002/ PN.Niaga/

Jkt.Pst), dapat disimpulkan :

1. Pertimbangan Hakim Pengadilan Niaga memutuskan tidak menerima
permohonan pailit terhadap The Ostrich Meat & Marketing Co.
(Australia) Ltd., suatu perusahaan multinasional dari Australia yang
menjalankan usahanya di Indonesia tidak sesuai dengan Pasal 118 ayat
(4) HIR, Pasal 3 Ab, dan Pasal 100 Rv, yang menyatakan dimana
permohonan pailit diajukan di pengadilan tempat kedudukan pihak
kreditor. Disamping itu juga tidak sesuai dengan Pasal 1 ayat (1)
Undang-Undang Kepailitan yang mengatur mengenai Unsur-unsur
Kepailitan. Sebab perusahaan tersebut sudah dapat dinyatakan pailit
sesuai dengan Pasal tersebut. Adapun pertimbangan hukum yang
digunakan oleh Hakim Pengadilan Niaga yang tidak menerima
permohonan pailit tersebut adalah Hakim mempertimbangkan dari
adanya legalitas agen tunggal The Ostrich Meat & Marketing Co.

(Australia) Ltd., yaitu PT. Garanti Ostricom Jayatama yang beralamat di
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Wisma Tugu Wahid Hasyim No. 100-102 Jakarta 10340 tidak terbukti
sebagai agen tunggal yang resmi Termohon Pailit di Indonesia dan
terbukti tidak memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun
1995 tentang Perseroan Terbatas. Dengan dasar dan pertimbangan
tersebut, Hakim memutuskan tidak menerima permohonan pailit Para
Pemohon. Sehingga Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 tahun
1998 tentang Kepailitan yang mengatur mengenai kewenangan
Pengadilan Niaga mengadili Perusahaan yang tidak berkedudukan di
Indonesia tidak dapat dilaksanakan.

. Upaya Hukum pertama bagi kreditur dalam permohonan yang telah
ditolak Pengadilan Niaga dapat kembali diajukan permohonan kepailitan
ke Pengadilan Niaga di Negara Indonesia. Mengingat banyaknya kreditur
yang belum dibayar utangnya dan Kepailitan yang telah dilaksanakan di
Negara Australia terhadapat perusahaan TOMM tidak dapat dijalankan di
wilayah Indonesia. Pengakuan dan Pelaksanaan putusan pailit suatu
Negara di negara lain bergantung pada system HPI yang dianut oleh
negara yang bersangkutan. Apabila sistem HPI negara tersebut menganut
prinsip territorial maka putusan pailit yang dijautuhkan di wilayah
Australia tidak dapat dieksekusi di wilayah hukum negara lain.
Termasuk Negara Indonesia. Upaya Hukum Alternatif yang dapat
diambil landasannya dari perjanjian bilateral antara Negara Indonesia dan
Negara Australia mengenai Investasi yang menghendaki penyelesaian

sengketa antara Investor dari para pihak diselesaikan melalui konsultasi
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dan negosiasi atau dari para pihak memilik jalur arbitrase dari negara
ketiga untuk menyelesaikan permasalahan.
B. Saran

1. Hakim dalam menjatuhkan putusan seharusnya
nmemperhatikan  ketentuan lain yang sesuai dengan
permasalahan yang menjadi pokok perkara. Dalam hal ini
adalah  Hukum Perdata Internasional. Sehingga dapat
menghasilkan putusan yang sesuai dengan asas keadilan.

2. Menurut Penulis dalam perkara-perkara yang sama hal yang perlu
lebih diteliti dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim adalah
mengenai soal Pilihan Hukum (choice of law) sebagaimana tertera
dan tercantum didalam setiap kontrak perjanjian. Kalaupun tidak ada
dalam kontrak perjanjian. Maka, hakim dalam memutuskan harus
menggunakan kaidah Hukum Perdata Internasional.

3. Beberapa hal yang patut diperhatikan adalah perlunya dilakukan
penyempurnaan dalam Undang-Undang  Kepailitan  Kkhususnya
hukum acara terkait dengan adanya keterlibatan debitor asing dalam
perkara kepailitan lintas batas (cross border insolvency). Dimana perlu
adanya pembatasan mengenai sejauh mana suatu kegiatan atau
aktivitas dapat dikategorikan sebagai menjalankan “profesi dan usaha”
di wilayah negara Republik Indonesia. Disamping itu, perlu adanya

penekanan mengenai perbedaan Subyek Hukum dalam Negeril dengan
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Subyek Hukum Luar Negeri yang diatur dalam Undang-undang

Kepailitan.
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‘ PUTUSAN
NOMOR 30/PAILIT/2002/PN.NIAGA/JKT.PST.

/ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Nidta pada Pengaditan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili dalam peradilan tingkat
pertama perkara-perkara kepailitan dan PKPU dalam gedungnya yang khusus disediakan untuk itu di Jalan Gajah
Mada Nomor 17 Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas permohonan yang digjukan dan
ditandatangani oleh: p
YUHELSON, SH., DEWI SUSIANTI, SH., dan PANDJI HERASPATI, SH., MH,, masing-masing Pengacara
pada Kantor Pengacara dan Penasehat Hukum BRAMM & ASSOCIATES, berkedudukan di Jakarta,
beralamat di JI. Gading Kirana Timur Blok A.13 No.29, Kelapa Gading, Jakarta 14240, dalam hal ini
bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus, masing-masing tertanggal 9 Agustus 2002, dari dan oleh
karenanya untuk dan atas nama:
‘l/ NYOMAN SOERABRATHA, beralamat dj Jalan Damai Raya Blok C No.15 RT/RW 005/005,
/ Petukangan Indah, Pesanggrahan, Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "PEMOHON PAILIT 1");

IR. MARCUS PRAMONO S, beralamat di Jalan H. Nawi Raya No.58, RT/RW 010/002, Kelurahan
Gandaria Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "PEMOHON PAILIT 11");
secara bersama-sama disebut "PARA PEMOHON PAILIT");

Terhadap

THE OSTRICH MEAT & MARKETING Co. (Australia) Ltd., suatu perusahaan yang berkedudukan di
Ausfralia, beralamat di Ground Fioor, 1 Altona Street WestPerth, Western Australia 6005 dan menjalankan

usahanya di Negara Republik Indonesia, dengan alamat di Wisma Tugu Wahid Hasyim lantai 7. Jalan KH.
Wahid Hasyim No.100-102 Jakarta; (selanjutnya disebut TERMOHON PAILIT");

Pengadilan Niaga tersebut;
Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Niaga/HAM Jakarta Pusat Nomor: 30/Pailit
/2002/PN.Niaga/Jkt.Pst. tanggal 07 Oktober 2002 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan

mengadili perkara ini;
Telah membaca surat permohonan Pemohon beserta segala surat yang terlampir di dalamnya;
Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 30/Pailit/2002/PN.Niaga/Jkt. Pst. tanggal 09 Oktober
2002 tentang hari sidang pertama pemeriksaan perkara ini;
Membaca dan memeriksa surat-surat bukti yana diajukan dalam persidangan;

Membaca Berita acara Sidang pemeriksaan perkara inj;
| TENTANG DUDUKNYA PERKARA )
Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pailit terhadap Termohon melalui surat tertanggal 02
Oktober 2002, terdaftar di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 07 Oktober
2002 dalam register perkara Nomor: 30/Pailit’2002/PN. Niaga/Jkt.Pst.;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dimaksud di atas didasarkan atas alasan sebagai berikut:
A. TERMOHON PAILIT MEMPUNYAI UTANG YANG TELAH JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH
KEPADA PARA PEMOHON PAILIT

1. Bahwa TERMOHON PAILIT adalah suatu perusahaan yang berkedudukan di Australia, ergerak
dalam bidang peternakan Burung Unta yang dikenal dengan nama "Ostrich”. TERMOHON PAILIT

e e e

menjalankan kegiatan usahanya dengan mempromosikan dan memasarkan kegiatan usahanya di
kawasan Asia, termasuk di Indonesia, sebagaimana diiklankan oleh TERMOHON PAILIT pada

Harian Kompas tertanggai 3 Juli 1999 (Bukti P-1);

2. Bahwa dalam kegiatan usahanya tersebut, TERMOHON PAILIT telah menawarkan suatu usaha
keijasama kepada inasyarakat, termasuk kepada PARA PEMOHON PAIL'T yaitu usaha kerjasama

pembagian keuntungan atas peternakan Burung Unta (Ostrich) yang dipelihara dan
dikembangbiakkan clen TERMOHON PAILIT di daerah Pinjarra, Perth, Australia Barat (selanjutnya

disebut dengan "Usaha Kerjasama Peternakan Burung Unta *);

3. Bahwa bentuk penawaran yang dipromosikan oleh TERMOHON PAILIT dalam Usaha Kerjasama
Peternakan Burung Unta tersebut, adalah berupa jaminan pcnuh atas keunturgar tetap yang akan -
diperoleh setiap tahun aalam jangka waktu 10 tahun, dengan pilihan yang dijanjikan dalam Brosur |
Penawaran sebagai berikut (Bukti P-2):

- Paket Mature Breeder, terdiri dari sepasang Mature Breeder, yaitu Burung Unta yang

selanjutn

w
a
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berusia lebih dari 4 tahun. Harga per paket adalah sebesar AUD 42.000 (empat puluh dua
ribu Dollar Australia). Adapun pendapatan rata-rata per tahun lebih kurang sebesar 57,20%
dengan garansi total pendapatan selama 10 tahun sebesar AUD 240.240 (dua ratus empat
puluh ribu dua ratus empat puluh Dollar Australia);

- Paket Young Breeder, terdiri dari sepasang Young Breeder, yaitu Burung Unta yang berusia
antara 30 bulan sampai 4 tahun. Harga per paket AUD 28.000 (dua puluh delapan ribu Dollar
Australia). Adapun pendapatan rata-rata per tahun lebih kurang sebesar 53,20% dengan
garansi total pendapatan selama 10 tahun sebesar AUD 148.960 (seratus empat puluh
dalapan ribu sembilan ratus enam puluh Dollar Australia);

- Paket Juvenile, terdiri dari sepasang Juvenile yaitu Burung Unta yang berusia antara 13
sampai 24 bulan. Harga per paket AUD 18.000 (delapan belas ribu Dollar Australia). Adapun
pendapatan rata-rata per tahun lebih kurang sebesar 51 10% dengan garansi total
pendapatan selama 10 tahun sebesar AUD 91 980 (sembilan puluh satu ribu sembilan ratus
delapan puluh Dollar Australia);

4. Bahwa berdasarkan promosi serta jaminan yang ditawarkan oleh TERMOHON PAILLIT, maka
PARA PEMOHCN PAILIT bersedia melakukan Usaha Kerjasama Peternakan Burung Unta tersebut
dengan TERMOHON PAILIT, sebagaimana terbukti dengan ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama
sebagai berikut;

- Perjanjian Kerjasama antara PEMOHON PAILIT | dengan TERMOHON PAILIT atas
pembelian Paket Juvenile rich, berdasarkan Wf:
ECH\JVL\ -99-G-0191 tertanggal 12 Juli Se ya disebut "Perjanjian
enasama 1), berikut bukti/kwitansi pembayaran No. JK 133 tertanggal 30 Juli 1999,
sebesar AUD 18.000. (Bukti P - 3A dan Bukti P3B);

- Perjanjian Kerjasama antara PEMOHON PAILIT |l dengan ITERMOHON PAILIT atas
pembelian Paket Mature Breeders, berdasarkan Agreement For The Sale of Ostriches Ref.
_ECH\JVL\9501\01697 OM-99-G-0197 tertanggal 9 Juli 1993. (selanjutnya disebut "Perjanjian
Kerjasama 11"). berikut buktikwitansi pembayaran No. JK 107 tertanggal 15 Juli 1999,
sebesar AUD 42.000 (Bukti P4A dan Bukti P-4B);

9. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama | dan Perjanjian Kerjasama Il tersebut di atas, maka
demi hukum TERMOHON PAILIT berkewajiban untuk membavarkan keuntungan tetap setiap tahun
dalam jangka waktu 10 tahun kepada PARA PEMOHON PAILIT, berdasarkan jadwal sebagai
berikut:

- Berdasarkan Perjanjian Kerjasama 1, PEMOHON PAILIT | berhak memperoleh keuntungan
tetap dari TERMOHON PAILIT setiap tahun berdasarkan jadwal pembayaran sebagai berikut
(vide Bukti P-3A):

Paket Juveniles Ostrich:
I Tahun I Jumlah Pembayaran
1 .

Jatuh Tempo

2 1.800 26 Juli 2001
3 3,060 26 Juli 2002 |
4 6.480 26 Juli 2003

| 5 4_ 9.720 26 Juli 2004

I 6 11.160 26 Jui 2005 |
7 12.960 26 Juli 2006

| 8 14.400 26 Juji 2007 |

o | 1e200 26 Juii 2008 |

| 10 [ 16.200 | 26 Juli 2009

- Berdasarkan perjanjian Kerjasama I, PEMOHON PAILIT Il berhak memperoleh
keuntungan tetap dari TERMOHON PAILIT setiap tahun, berdasarkan jadwal pembayaran
sepagai berikut (vide Bukti P 4A):

Paket Mature Breeders
[-?ahun \ Jumlah Pembayaran Jatuh Tempo !
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1 2.940 9 Juli 2000

2 5.040 9 Juli 2001

3 | 7560 |  9Juii2002_

4 14.700 9 Juli 2003

: l 21.000 9 Juli 2004 |
6. 29.400 9 Juli 2005
7| 33,600 9 Juli 2006

8 | 37.800 9 Juli 2007

9 | 42.000 9 Juli 2008

10 | 46.200 9 Juli 2009

Bahwa akan tetapi pada saat kewajiban TERMOHON PAILIT kepada PARA PEMOHON PAILIT
jatuh tempo yaitu:
6.1) Kepada PEMOHON PAILIT |
- Tanggal 26 Juli 2001, TERMOHON PAILIT wajib membayar keuntungan tahun kedua
kepada PEMOHON PAILIT |, sebesar AUD 1.800 (seribu delapan ratus Dollar
Australia);
~ Tanggal 26 Juli 2002, TERMOHON PAILIT wajib membayar keuntungan tahun ketiga

kepada PEMOHON PAILIT I, sebesar AUD 3.060 (tiga ribu enam puluh Dollar
Australia);

6.2) Kepada PEMOHON PAILIT I

- Tanggal 9 Juli 2000, TERMOHON PAILIT wajib membayar keuntungan tahun
pertama kepada PEMOHON PAILIT I, sebesar AUD 2.940 (dua ribu sembilan ratus

empat puluh Dollar Australia);

- Tanggal 9 Juli 2001, TERMOHON PAILIT wajib membayar keuntungan tahun
pertama kepada PEMOHON PAILIT i, sebesar AUD 5.040 (lima ribu empat puluh
Dollar Australia);

- Tanggal 9 Juli 2002, TERMOHON PAILIT wajib membayar keuntungan tahun ketiga
kepada PEMOHON PAILIT Il, sebesar AUD 7.560 (tujuh ribu lima ratus enam puluh
Dollar Australia);

Akan tetapi TERMOHON PAILIT tidak bersedia membayar semua kewajibannya tersebut kepada
PARA PEMOHON PAILIT, meskioun PARA PEMOHON PAILIT telah berusaha menagihnya, bahkan
TERMOHON PAILIT berusaha untuk menghindar dari kewajibannya tersebut;

Bahwa berhubung karena kewajiban TERMOHON PAILIT iersebut telah jatuh tempo dan dapat
ditagih, tetapi TERMOHON PAILIT tetap tidak bersedia membayarkan kewajibannya dengan
berbagai alasan yang tidak masuk akal, sehingga menyebabkan semua kewajiban TERMOHON
PAILIT baik utang pokok, bunga dan lain-lainnya menjadi jatuh tempo dan wajib dibayarkan (due and
payable). Kewajiban TERMOHON PAILIT tersebut merupakan UTANG yang telah jatuh tempo dan
dapat ditagih dan harus dibayarkan oleh TERMOHON PAILIT kepada FARA PEMOHON PAILIT.
Adapun rincian jumiah utang TERMOHON PAILIT kepada PARA PEMOHON PAILIT adalah sebagai

berikut;

7.1) Utang TERMOHON PAILIT kepada PEMOHON PAILIT | adalah sebesar AUD 24.993 (dua
puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga Dollar Australia) yang terdiri dari:

- Utang Pokok sebesar AUD 18.000.

- Pembayaran keuntungan tahun kedua sebesar AUD 1.800.

~ Pembayaran keunturgan tahun ketiga sebesar AUD 3.060.

- Bunga atas Utang Pokok dan Pembayaran keuntungan sebasar AUD 2.133.

7.2) Utang TERMOHON PAILIT kepada PEMOHCN PAILIT |l adalah sebesar AUD 65.083,20
(enam puluh lima ribu delapan puluh tiga Dollar Australia koma dua puluh sen) yang terdiri
dari:

- Utang Pokok sebesar AUD 42.000.
- Pembayaran keuntungan tahun Pertama sebesar AUD 2.940.

- Pembayaran keuntungan tahun kedua sebesar AUD 5.040.
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- Pembayaran keuntungan tahun ketiga sebesar AUD 7.560.
- Bunga atas Utang Pokok dan Pembayaran keuntungan sebesar AUD 7.543,20.

8. Bahwa atas utang TERMOHON PAILIT kepada PARA PEMOHON PAILIT yang sudah jatuh
tempo tersebut, maka PARA PEMOHON PAILIT telah mengingatkan berulang kali dengan
memberikan teguran (somasi) kepada TERMOHON PAILIT agar segera melunasi utangnya
tersebut kepada PARA PEMOHON PAILIT, sebagaimana terbukti dari:

8.1) Somasi Pertama dan PARA PEMOHON PAILIT berdasarkan surat No.35/B&A-LO/1X/02
yang dikirimkan kepada TERMOHON PAILIT untuk alamat di Australia dan surat No.36/B&A-
LO/IX/02 untuk alamat di Indonesia, masing-masing tertanggai 9 September 2002 (Bukti
P-5A .dan P-5B);

8.2) Somasi Kedua, dari PARA PEMOHON PAILIT berdasarkan surat No.37/B&A-LO/IX/02 yang
dikirimkan kepada TERMOHON PAILIT untuk alamat di Australia dan surat No.38/B&A-
LO/IX/02 untuk alamat di Indonesia, masing-masing tertanggal 13 September 2002 (Bukti
P-6A dan P6B);

9. Bahwa meskipun sudah ditegur dan diingatkan baik secara lisan maupun tertulis, akan tetapi
TERMOHON PAILIT tidak membayar utangnya tersebut, bahkan sampai diajukannya Permohonan
pailit ini gepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, TERMOHON PAILIT belum juga membayar
semua utangnya tersebut kepada PARA PEMOHON PAI LIT, sehingga dikhawatirkan TERMOHON
PAILIT tidak lagi mempunyai kemampuan untuk melunasi seluruh utangnya tersebut kepada PARA
PEMOHON PAILIT dan jika hal ini dibiarkan terus-menerus, maka tentunya akan menimbulkan
kerugian yang sangat besar bagi PARA PEMOHON PAILIT, sehingga wajarlah kiranya TERMOHON
PAILIT; dinyatakan PAILIT.

Maijelis Hakim Yang Terhormat, :

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti secara jelas dan terang bahwa TERMOHON PAILIT
mempunyai UTANG YANG TELAH JATUH TEMPO kepada PARA PEMOHON PAILIT, sehingga walaupun
TERMOHON PAILIT tidak bertempat kedudukan dalam wilayah Republik Indonesia, tetapi TERMOHON
PAILIT dapat dinyatakan pailit karena telah menjalankan usahanya dalam wilayah Republik Indonesia, hal
mana sejalan dengan ketentuan Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang No.4 Tahun 1998 tentang Kepailitan yang
menyatakan sebagai berikut:

"(4) Dalam hal debitur tidak bertempat kedudukan dalam wilayah Republik Indonesia tetapi
menjalankan profesi atau usahanya dalam wilayah Republik Indonesia, Pengadilan yang berwenang
memutuskan adalah Peradilan, yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum kantor

debitur menjalankan profesi atau usahanya.”

Bahwa "pengadilan” yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 4 tersebut adalah Pengadilan Niaga sebagaimana
ditegaskan dalam Penjelasan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan yang menyatakan sebagai berikut:

"Yang dimaksud dengan Pehn—ﬁédilan ada'zh Pengadilan Niaga yang merupakan pengkhu8usan
pengadilan di bidang perniagaan yang dibentuk dalam lingkungan Peradilan Umum yang selanjutnya
diatur dalam BAB KETIGA Undang-Undang ini"

Selain dari pada itu, perlu juga kami sampaikan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat bahwa
berdasarkan ketentuan Hukum Korporasi (Hukum Perseroan) yang berlaku di Australia yaitu
CORPORATION ACT 2001, ditentukan bahwa Negara Australia mengakui dan dapat melakukan eksekusi

atas Putusan Kepailitan dari Pengadilan Negara lain, sepanjang ada Perjanjian Bilateral antara negara
Australia dengan negara lain tersebut, di mana antara Negara Australia dengan Negara Republik Indonesia

telah ada Perjanjian Bilateral tersebut, sebagaimana terbukti dalam AUSTRALIAN TREATY SERIES 1993
No.19 (Bukti P- 7A dan P7B);

Dengan demikian, maka berdasarkan ketentuan Hukum Kepailitan di Indonesia yang diatur dalam UU No.4
Tahun 1998, TERMOHON PAILIT dapat dinyatakan pailit, dan putusan pailit tersebut diakui dan dapat
dieksekusi di Negara Australia terdasarkan CORPORATION ACT 2001 dan AUSTRALIAN TREATY
SERIES 1993 No.19, e

B. TERMOHON PAILIT JUGA MEMPUNYAI UTANG KEPADA. KREDITUR LAIN

10. Bahwa di samping mempunyai utang kepada PARA PEMOHON PAILIT; ternyata TERMOHON
PAILIT juga mempunyai utang kepada kreditur lain berupa kewajiban TERMOHON PAILIT untuk
membayarkan keuntungan atas Perjanjien Usaha Kerjasama Peternakan Burung Unta, yaitu kepada:

@Agus Dharmadi, bertempat tinggal di JI. Wiradama R18. Jatiwaringin, Jakarta Timur,
' sebesar AUD 75.240 (tujun puiuh lima iibu @mpat puiun Dellar Australia) belumn termasuk
bunga;
@ David Soleiman, bertempat tinggal di JI. Kemang Melati 2, Biok L No.16, Kemang Pratama
| 2. Bekasi, sebesar AUD 37.520 (tiga puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh Dollar Australia)
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belum termasuk bunga,

10.3) Djubaedah Rahmat, bertempat tinggal di JI. Jaya Mandala V/E-18, Pancoran, Jakarta
Selatan, sebesar AUD 57.540 (lima puluh tujuh ribu ima ratus empal puluh Dollar Austraha)
belum termasuk bunga,

10.4) Edi Suhadi, bertempat tinggal di JI. Griya |, Blok 11, Bumi Pasanggrahan Mas, Kebayoran
Lama. Jakarta Selatan, sebesar AUD 22.860 (dua puluh dua ribu delapan ratus enam puluh
Dollar Australia) belum termasuk bunga;

10.5) Enny Setiastuti, bertempat tinggal di JI. Karang Asem Raya C 6 No.12, Jakarta Selatan,
sebesar AUD 37.520 (tiga puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh Doliar Australia) belum
termasuk bunga,

10.8) Gunawan, bertempat tinggal di JI. Pluit Mas 11/B Mp. 4D, Jakarta Utara, sebesar AUD
57.540 (lima puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh Dollar Australia) belum termasuk bunga,

10.7) Lisda Surjadi, bertempat tinggal di JI. Pulomas Utara 11 A/7, Jakarta Timur, sebesar AUD
57.540 (lima puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh Dollar Australia) belum termasuk bunga;

10.8) Oktadyaz. Amran, bertempat tinggal di JI. Puspa XII Blok H No.4 Bekasi, Jawa Barat,
sebesar AUD 37.520 (tiga puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh Dollar Australia) belum
termasuk bunga;

10.9) Sutana Sugiarto, bertempat tinggal di JI. Azalea X, Blok A7 No.5, Taman Kedoya Baru,
Jakarta Barat, sebesar AUD 57.540 (lima puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh Dollar

Australia) belum termasuk bunga,

10.1 0)//'1' _ Arie Widawati, bertempat tinggal di JI. Raya Pasar Minggu No.29, Pancoran,
o Jakarta Selatan, sebasar AUD 37.520 (tiga puluh tujuh ribu lima ratus dua puiuh
~ Dollar Australia) belum termasuk bunga;

Perlu kami sampaikan bahwa kesepuluh kreditur tersebut diwakili oleh kuasa hukumnya dari Kantor Pengacara
LUCAS. SH & PARTNER, yang beralamat di Wisma Metropolitan | It.14. JI. Jend. Sudirman Kav.29-31 Jakarta.

Bahwa dengan demikian terbukti secara sederhana atau sumir bahwa TERMOHON PAILIT mempunyai dua
Kreditur atau lebih dan terdapat satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. dengan demikian
Permohonan Pernyataan Pailit dari PARA PEMOHON PAILIT telah mempunyai dasar dan alasan hukum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentana Kepailitan;
Maka S e

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan tersebut di atas, dengan ini PARA PEMOHON PAILIT memonon
dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat atau Majelis Hakim yang menangani perkara ini
agar berkenan memeriksa dan memutus sebagai berikut:

1 Menerima dan mengabulkan permohonan PARA PEMOHON PAILIT untuk seluruhnya;

2. Menyatakan TERMOHON PAILIT (TIME OSTRICH MEAT & MARKETING Co. (Australia) Ltd.),
berkedudukan di Australia, beralamat Ground Floor, 1 Altona Street West Perth, Western Australia 6005
dan menjalankan usahanya di Negara Republik Indor2sia dengan alamat Wisma Tugu Wahid Hasyim,
lantai 7. Jalan KH. Wahid Hasyim No.100-102 Jakarta, PAILIT dengan segala akibat hukumnya,

<! Menunjuk dan mengangkat Hakim Pengawas dari Hakim Pengadiian Niaga Jakarta Pusat dalam
kepailitan TERMOHON PAILIT,
4. Menunjuk dan mengangkat Sdr. TOMMY S. SIREGAR. SH, LL.M., beralamat di Plaza Bapindo Citibank

Tower, lantai 20, Jalan Jend. Sudirman Kav.54-55, Jakarta, selaku KURATOR dalam kepailitan
TERMOHON PAILIT atau selaku PENGURUS Jika masuk dalam PKPU;

5. Menghukum TERMOHON PAILIT untuk membayar biaya perkara.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat fain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbaiig, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkanr untuk pemohon hadir kuasanya bernama
Yuhelson, SH. Dewi Susianti, SH dan Pandji Heraspati, SH. MH. berdasar Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus
2002, sedanakan Termohon Pailit ticak hadir dalam persidangan sekalipur telah dipanggil secara patut menurut
hukum dan tidak juga menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa telah hadir kreditur-kreditur lain daiam persidangan yang diwakili oleh kuasa hukumnya yang
sah menurtt hukum berdasar Surat Kuasa Khusus sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbarg, bahwa Kuasa hukum dari kreditur-kreditur iain menyampaikan tanggapan atas perriononan MPara

pemohon pailit yang isinya sebagai berikut:

. Bahwa PARA KREDITUR dengan ini menyatakan sependapat dengan seluruh dalil yang dikemukakan
oleh PARA PEMOHON dalam Permohonan Pernyataan Pailit.
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Bahwa PARA KREDITUR dengan ini menyatakan bahwa TERMOHON mempunyal utang yang telah jatuh

tempo dan dapat ditagih kepada PARA KREDITUR deng#n penjelasan sebagai berikut:

1.

Bahwa berdasarkan Agreement For The Sale Of Ostriches Ref: ECH\WJVL\9501\01697 OM-99-
G-0144, tanggal 11 Mei 1999 untuk pembelian paket atas satu pasang "young breeder ostriches”
senilai AUD 28.000 (Bukti K-1A) berikut dengan bukti/kwitansi pembayaran No. JK67 tertanggal 12
Mei 1999 (Bukti K- 1B) dan Agreement For The Sale Of Ostriches Ref. ECH\AVL\9501\01697
OM-99-G-0151; tanggal 27 Mei 1999 (Buktl K-1C), untuk pembelian paket atas satu pasang "young
breeder ostriches" senilai AUD 28.000 berikut dengan bukti/kwitansi pembayaran No. JK84
tertanggal 4 Juni 1999 (Bukti K-1D), keduanya dibuat oleh dan antara TERMOHON dengan AGUS
DARMADI terbukti bahwa TERMOHON mempunyai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih
kepada AGUS DARMADI dengan total utang sebesar AUD 75.040 (tujuh puluh lima ribu empat
puluh Dollar Australia), dengan perincian sebagai berikut:

a. Berdasarkan Agreement For The Sale Of Ostriches Ref: ECH\WJVL\9501\01697 OM-99-
G-0144, tanggal 11 Mei 1999, sebagai berikut:

- Hutang Pokok sebesar AUD 28.000

- Angsuran tahun pertama sebesar AUD 1.820 (telah jatuh tempo pada tanggal 7 Mel
2000)

- Angsuran tahun kedua sebesar AUD 3.220 (telah jatuh tempo pada tanggal 7 Mei
2001)

- Angsuran tahun ketiga sebesar AUD 4.480 (telah jatuh tempo pada tanggal 7 Mei
2002)

b. Berdasarkan Agreement For The Sale Of Ostriches Ref. ECH\JVL\9501\01697 OM-99-
G-0151, tanggal 27 Mei 1999. sebagai berikut:

~ Hutang Pokok sebesar AUD 28.000

- 2Ojgr:)gsuraun tahun pertama sebesar AUD 1.820 (telah jatuh tempo pada tanggal 27 Mei

- zvor;;suran tahun kedua sebesar AUD 3.220 (telah jatuh tempo pada tanggal 27 Mei

- zoggg);suran tahun ketiga sebesar AUD 4.480 (telah jatuh tempo pada tanggal 27 Mei
Bahwa berdasar)kan Agréement For The Sale Of Ostriches Ref ECIH\JVL\9501\01697 OM-99-

G-0189, tanggal 8 Juli 1999, Bukti K-2A), untuk pembelian paket atas satu pasang "young breeder
ostriches" senilai AUD 28.000, yang dibuat oleh dan antara TERMOHON dengan DAVID

SOLEIMAN berikut dengan buktikwitansi pembayaran No. JK110 tertanggal 27 Juli 1999 ;Bukti
K2B) terbukti bahwa TERMOHON mempunyai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih
kepada DAVID SOLEIMAN dengan total utang sebesar AUD 37.520 (tiga puluh tujuh ribu lima ratus

dua puluh Dollar Australia), dengan perincian sebagai berikut:

- Hutang Pokok sebesar AUD 28.000

- Angsuran tahun pertama sebesar AUD 1.820 (telah jatuh tempo pada tanggal 20 Juli 20C0)
- Angsuran tahun kedua sebesar AUD 3.220 (telah jatuh tempo pada tanggal 20 Juli 2000)

- Angsuran tahun ketiga sebesar AUD 4.480 (telah jatuh tempo pada tanggal 20 Juli 2002)

Bahwa berdasarkan Agreement For The Sale Of Ostriches Ref: ECH\JVL\9501\01697 OM-99-

G-0229. tanggal 30 Juli 1999 (Bukti K-3A), untuk pembelian paket atas satu pasang "mature
breeder ostriches" senilai AUD 42.000, yang dibuat oleh dan antara TERMOHON dengan

DJUBAEDAH RAHMAT berikut dengan bukti’kwitansi pembayaran No. JK150 tertanggal 3
September 1999 (Bukti K-3B) terbukti bahwa TERMOHON mempunyai utang yang telah jatuh
tempo dan dapat ditagih kepada DJUBAEDAH RAHMAT dengan total utang sebesar AUD 57.540
(lima puluh tujuh ribu lima ratus empai puluh Dollar Australia), dengan perincian sebagai berikut:

- Hutang Pokok sebesar AUD 42.000

- Anqsuran tahun pertama sebesar AUD 2.940 {lelah jatuh tempo pada tanggal 27 Agustus
2000)

- Angsuran tahun kedua sebesar AUD 5.040 (telah jatuh tempo pada tanggai 27 Agustus
2001)

- Angsuran Tahun ketiga sebesar AUD 7.560 (telah jatuh tempo pada tanggal 27 Agustus

2002)

Bahwa berdasarkan Agreement For The Sale Of Ostriches Ref ECH\JVL\9501\01697 OM-98-
G-0117, tanggal 15 Februari 1999 (Bukti K-4A), untuk pembelian paket atas satu pasang "juveniles”
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senilai AUD 18.000, yang dibuat oleh dan antara TERMOHON dengan EDI SUHADI berikut dengan
bukti/kwitansi pembayaran No. JK59 tertanggal 22 April 1999 (Bukti K-4B) terbukti bahwa
TERMOHON mempunyai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada EDI SUHADI
dengan total utang sebesar AUD 22.860 (dua puluh dua ribu delapan ratus enam puluh Dollar
Australia dengan perincian sebagai berikut:

- Hutang Pokok sebesar AUD 18.000
- Angsuran tahun kedua sebesar AUD 1.800 (telah jatuh tempo pada tanggal 16 Maret 2001)
- Angsuran tahun ketiga sebesar AUD 3.060 (telah jatuh tempo pada tanggal 16 Maret 2002)

Bahwa berdasarkan Agreement For The Sale Of Ostriches Ref ECH\JVL\9501\01697 OM-99-
(G-0148, tanggal 18 Mei 1999 (Bukti K-5A), untuk pembelian paket atas satu pasang "young
breeder ostriches" senilai AUD 28.000, yang dibuat oleh dan antara TERMOHON dengan ENNY
SETIASTUTY berikut dengan bukti/kwitansi pembayaran No. JK82 tertanggal 27 Mei 1999 (Bukti
K-5B) terbukti bahwa TERMOHON mempunyai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih
kepada ENNY SETIASTUTY dengan total utang sebesar AUD 37.520 (tiga puluh tujuh ribu lima
ratus dua puluh Dollar Australia), dengan perincian sebagai berikut:

- Hutang Pokok sebesar AUD 28.000

= Angsuran tahun pertama sebesar AUD 1.820 (telah jatuh tempo pada tanggal 18 Mei 2000)
- Angsuran tahun kedua sebesar AUD 3.220 (telah jatuh tempo pada tanggal 18 Mei 2001)

= Angsuran tahun ketiga sebesar AUD 4.480 (telah jatuh tempo pada tanggal 18 Mei 2002)

Bahwa berdasarkan Agreement For The Sale Of Ostriches Ref ECH\WJVL\9501101697 OM-99-
G-0141, tanggal 30 April 1999 (Bukti K-6A), untuk pembelian paket atas satu pasang "mature
breeder ostriches" senilai AUD 42.000, yang dibuat oleh dan antara TERMOHON dengan
GUNAWAN berikut dengan bukti’kwitansi pembayaran No. JK77 tertanggal 4 Juni 1999 (Bukti K-6B)
terbukti bahwa, TERMOHON mempunyai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada
GUNAWAN dengan total utang sebesar AUD 57.540 (lima puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh
Dollar Australia), dengan perincian sebagai berikut:

- Hutang pokok sebesar AUD 42.000

- Angsuran tahun pertama sebesar AUD 2.940 (telah jatuh tempo pada tanggal 27 Mei 2000)
- Angsuran tahun kedua sebesar AUD 5.040 (telah jatuh tempo pada tanggal 27 Mei 2001)

- Angsuran tahun ketiga sebesar AUD 7.560 (telah jatuh tempo pada tanggal 27 Mei 2002)

Bahwa berdasarkan Agreement For The Sale. Of Ostriches Ref ECIH\JVL\9501\01697 OM-989-
G-0188, tanggal 8 Juli 1999 (Bukti K-7A), untuk pembelian paket atas satu pasang "mature breeder
ostriches" senilai AUD 42.000, yang dibuat oleh dan antara TERMOHON dengan LISDA SURJADI
berikut dengan bukti’/kwitansi pembayaran No. JK106 tertanggal 15 Juli 1999 (Bukti K-7B) terbukti
bahwa TERMOHON mempunyai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada USDA
SURJADI dengan total utang sebesar AUD §7.540 (lima puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh
Dollar Australia), dengan perincian sebagai berikut:

- Hutang Pokok sebesar AUD 42.000

- Angsuran tahun pertama sebesar AUD 2.940 (telah jatuh tempo pada tanggal 8 Juli 2000)
- Angsuran tahun kedua sebesar AUD 5.040 (telah jatuh tempo pada tanggal 8 Juli 2001)

- Angsuran tahun ketiga sebesar AUD 7.560 (telah jatuh tempo pada tanggal 8 Juli 2002)

Bahwa berdasarkan Agreement For The Sale Of Ostriches Ref. ECHWJVL\9501\01697 OM-99-
G-0192, tanggal 12 Juli 1999 (Bukti K-8A). untuk pembelian paket atas satu pasang “young breeder
ostriches” senilai AUD 28.000, yang dibuat oleh dan antara TERMOHON dengan OKTADYAZ
AMRAN berikut dengan bukti/kwitansi pembayaran tertanggal 14 Desember 1999 (Bukti K-8B)
terbukti bahwa TERMOHON mempunyai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada
OKTADYAZ AMRAN dengan total utang sebesar AUD 33.040 (tiga puluh tiga rnibu enipat puluh
Dollar Australia), dengan perincian sebagai berikut:

- Hutang Pokok sebesar AUD 28.000

- Angsuran tahun pertama sebesar AUD 1.820 (telah jatuh tempo pada tanggal 14
Desember 2000)

- Angsuran tahun kedua sebesar AUD 3.220 (telah jatuh tempo pada tanggal 14 Desember
2001)
Bahwa berdasarkan Agreement For The Sale Of Ostriches Ref: ECH\JVL\3501\01697 OM-99-

G-0179, tanggal 6 Juli 1999 (Bukti K-9A), untuk pembelian paket atas satu pasang "mature breeder
ostriches” senilai AUD 42.000 yang dibuat oleh dan antara TERMOHON dengan SUTANA
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SUGIARTO berikut dengan bukti/kwitansi pembayaran No. JK102 tertanggal 12 Juli 1999 (Bukti
K-9B) terbukti TERMOHON mempunyai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada
SUTANA SUGIARTO dengan total utang sebesar AUD 57.540 (lima puluh tujuh ribu ima ratus
empat puluh Dollar Australia), dengan perincian sebagai bernkut:

- Hutang Pokok sebesar AUD 42.000

- Angsuran tahun pertama sebesar AUD 2.840 (telah jatuh tempo pada tanggal 6 Juli 2000)
- Angsuran tahun kedua sebesar AUD 5.040 (telah jatuh tempo pada tanggal 6 Jull 2001)

- Angsuran tahun ketiga sebesar AUD 7.560 (telah jatuh tempo pada tanggal 6 Jul 2002)

10. Bahwa berdasarkan Agreement For The Sale Of Ostriches Ref: ECHWJVL\9501\01697 OM-89-
G-0213, tanggal 14 Juli 1999 (Bukti K-10A). untuk pembelian paket atas satu pasang "young
breeder ostriches" senilai AUD 28.000 yang dibuat oleh dan antara TERMOHON dengan T. ARIE
WIDAWATI berikut dengan bukti/kwitansi pembayaran No. JK143 tertanggal 3 September 1999
(Bukti K-10B) terbukti bahwa TERMOHON mempunyai utang yang telah jatuh tempo dan dapat
ditagih kepada T. ARIE WIDAWATI dengan total utang sebesar AUD 37.520 (tiga puluh tujuh ribu
lima ratus dua puluh Dollar Australia), dengan perincian sebagai berikut:

- Hutang Pokok sebesar AUD 28.000

- Angsuran tahun pertama sebesar AUD 1.820 telah jatuh tempo pada tanggal 26 Agustus
2000)

= Angsuran tahun kedua sebesar AUD 3.220 (telah jatuh tempo pada tanggal 26 Agustus
2001) -

- Angsuran tahun ketiga sebesar AUD 4.480 (telah jatuh tempo pada tanggal 26 Agustus
2002)

1. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka secara sederhana atau sumir telah terbukti bahwa
PARA KREDITUR merupakan kreditur dari TERMOHON dan dengan demikian pula terbukti bahwa
TERMOHON mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah
jatuh waktu dan dapat ditagih sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat (1) Undang-undang No.4 Tahun 1998
Tentang Kepailitan

V. Bahwa oleh karena telah terpenuhirya syarat-syarat formal dan substansial untuk dapat dinyatakannya
pailit diri TERMOHON berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998
Tentang Kepailitan maka sangat layak dan berdasarkan hukum apabila TERMOHON dinyatakan PAILIT.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan tersebut di atas, dengan ini PARA KREDITUR memohon dengan

hormat kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat atau Majelis Hakim yang menangani perkara a quo agar
berkenan untuk memeriksa dan memutus sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya;

2. Menyatakan TERMOHHON (THE OSTRICH MEAT & MARKETING Co. (Australia) Ltd.), berkedudukan di
Australia, beralamat Ground Floor, 1 Aitona Street West Perth, Western Australia 6005 dan menjalankan
usahanya di Negara Republik Indonesia dengan alamat Wisma Tugu Wahid Hasyim, lantai 7, Jalan KH.
Wahid Hasyim No.100-102 Jakarta, PAILIT dengan segala akibat hukumnya,

3. Menunjuk dan mengangkat Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam
kepailitan TERMOHON;

4. Menunjuk dan mengangkat KURATOR dalam kepailitan TERMOHON,

5. Menghukum TERMOHON untuk membayar biaya perkara.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).
Menimbang, bahwa Para pemohon Pailit mengajukan bukti-bukti surat dalam persidangan yang diberi tanda
sebagai berikut:

1. Iklan pada Harian Umum Kompas tertanggal 6 Juli 1999; (Bukti P-1)

Ad Brosur TERMOHON PAILIT, yang diedarkan kepada masyarakat dalam angka menja'ankan usahanya di
Indonesia; (Bukti P - 2)

/9501/01697 OM-99-G0151 tertanggal 12 Juli 1999; (Bukti P - 3A)

Bukti kwitansi/penerimaan pembayaran dari PEMOHON PAILIT | kepada TERMOHON PAILIT, No. JK
133 tertanggal 30 Juli 1999, sebesar AUD 18.000; (Buku P - 3B)

<3j Perjanjian Kerjasama antara TERMOHON PAILIT dengan PEMOHON PAILIT |I. Ref: ECHJVL
4,

5. Perjanjian Kerjasama antara TERMOHON PAILIT dengan PEMOHON PAILIT Il, Ref: ECHJVL
/9501/01697 OM-99-G0197 tertanggal 9 Juli 1999; (Bukti P - 4A)
6. Bukti kwitansi/penerimaan pembayaran dari PEMOHON PAILIT |l kepada TERMOHON PAILIT, No. JK
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107 tertanggal 15 Juli 1999, sebesar AUD 42.000; (Bukti P - 4B)

Surat Teguran dari PARA PEMOHON PAILIT kepada TERMOHON PAILIT (Somasi) No.35/B&A-

LO/IX/02 tanggal 9 September 2002, untuk alamat TERMOHON PAILIT di Australia; (Bukti P - 5A)

Bukti Pengiriman Teguran dari PARA PEMOHON PAILIT kepada TERMOHON PAILIT (Somasi),

No.35/B&A-LO/I1X/02 tanggal 9 September 2002, untuk alamat TERMOHON PAILIT di Australia; (Bukti P -

5B)

Surat Teguran dari PARA PEMOHON PAILIT kepada TERMOHON PAILIT (Somasi) No.36/B&A-

LO/IX/02 tanggal 9 September 2002, untuk alamat TERMOHON PAILIT di Indonesia: (Bukti P - 5C)

Bukti Pengiriman Teguran dari PARA PEMOHON PAILIT kepada TERMOHON PAILIT (Somasi),

No.36/B&A-LO/IX/02 tanggal 9 September 2002, untuk alamat TERMOHON PAILIT di Indonesia; (Bukti P

- 5D)

Surat Teguran Il dari PARA PEMOHON PAILIT kepada TERMOHON PAILIT (Somasi) No.37/B&A-

LO/IX/02 tanggal 13 September 2002, untuk alamat TERMOHON PAILIT di Australia; (Bukti P - 6A)

Bukti Pengiriman Teguran dari PARA PEMOHON PAILIT kepada TERMOHON PAILIT (Somasi) |l,

No.37/B&A-LO/IX/02 tanggal 13 September 2002, untuk alamat TERMOHON PAILIT di Australia; (Bukti P

- 6B)

Surat Teguran 11 dari PARA PEMOHON PAILIT Kepada TERMOHON PAILIT (Somasi) No.38/B&A-

LO/IX/02 tanggai 13 September 2002. untuk alamat TERMOHON PAILIT di Indonesia: (Bukti P - 6C)

Bukti Pengiriman Teguran dari PARA PEMOHON PA LIT kepada TERMOHON PAILIT (Somasi) 11,

No.38/B&A-LO/IX/02 tanggal 13 September 2002, untuk alamat TERMOHON PAILIT di Indonesia; (Bukti

P -6D)
Ketentuan mengenai hukum korporasi di Australia (Corporation Act 2001) Divisi 9 yang mengatur

mengenai pengakuan terhadap putusan pengadilan negara lain oleh Pengadilan Australia; (Bukti P - 7A)

Perjanjian Bilateral antara Australia dan Republik Indonesia, tanggal 29 Juli 1993 (Australian Treaty

Series 1993 No.19); (Bukti P - 78)
Menimbang, bahwa Kreditur-kreditur lain mengajukan surat-surat bukti dengan tanda:

Bukti K-1A

Bukti K-1B
Bukti K-1C

Bukti K-1D
Bukti K-2A

Bukti K-2B
Bukti K-3A

Bukti K-3B

Bukti K-4A

Bukti K-4B
Bukti K-5A

Bukti K-5B
Bukti K-6A

Bukti K-6B
Bukti K-7A

Bukti K-7B

Asli Agreement For The Sale Of Ostriches Ref ECH\JVL\9501\01697 OM-99-G-0144,
tanggal 11 Mei 1999, telah dinazegellen.

Asli bukti/kwitansi pembayaran No.JK67 tertanggal 12 Mei 1999, telah dinazegellen.

Asli Agreement For The Sale Of Ostriches Ref ECH\JVL\9501\01697 OM-98-G-0151,
tanggal 27 Ref: 1999, telah dinazegellen.

Asli bukti/kwitansi pembayaran No.JK84 tertanggai 4 Juni 1999 telah dinazegellen.

Asli Agreement For The Sale Of Ostriches Ref ECH\JVL\9501101697 OM-29-G-01889,
tanggal 8 Juli 1999. telah dinazegellen.

Asli bukti/kwitansi pembayaran No. JK 110 tertanggal 27 Jull 1999, telah dinazegellen.

Asli Agreement For The Sale Of Ostriches Ref: ECHWJVL\9501\01697 OM-939-G-0229,
tanggal 30 Juli 1999, telah dinazegeilen.

Asli bukti/kwitansi pembayaran No. JK150 tertanggal 3 September 1999 telah
dinazegellen.

Asli Agreement For The Sale Of Ostriches Ref: ECHWJVL\9501\01697 OM-98-G-0117,
tanggal 15 Februari 1999, telah dinazegellen.

Asli bukti/kwitansi pembayaran No. JK59 tertanggal 22 April 1999, telah dinazegellen.

Asli Agreement For The Sale Of Ostriches Ref: ECH\JVL\9501\01697. OM-53-G-0148,
tanggal 18 Mei 1999, telah dinazegellen.

Asli bukti/kwitansi pembayaran No. JK82 tertanggal 27 Mei 1999, {elah dinazegellen.

Asli Agreement For The Sale Of Ostriches Ref: ECH\WJVL\9501\01697 OM-99-G-0141,
tanggal 30 April 1999, telah dinazegellen.

Asli bukti’kwitansi pembayaran No. JK77 tertanggal 4 Juni 1999, telah dinazegellen.

Asli Agreement For The Sale Of Ostriches Ref: ECHWVL\9501\01697 OM-99-G-0188,
tanggal 8 Juli 1999, telah dinazegellen.

Asli bukti’kwitansi pembayaran No. JK106 tertanggal 15 Juli 1999, telah dinazegellen.
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Bukti K-8A :  Asli Agreement For The Sale Of Ostriches Ref: ECH\JVL\9501\01697 OM-99 G-0192.
tanggal 12 Juli 1999, telah dinazegellen.

Bukti K-8B . Asli bukti’kwitansi pembayaran tertanggal 14 Desember 1999, telah dinazegellen.

Bukti K-9A . Asli Agreement For The Sale Of Ostriches Ref ECH\JVL\9501\01697 OM -99-G-0179,
tanggal 6 Juli 1999, telah dinazegellen.

Bukti K-9B . Asli bukti/kwitansi pembayaran No. JK102 tertanggal 12 Juli 1999, telah dinazegelien.

Bukti K-10A  : Asli Agreement For The Sale Of Ostriches Ref: ECH\JVL\9501\01697 OM-99-G-0213,
tanggal 14 Juli 1999, telah dinazegellen.

Bukti K-10B  :  Asli bukti’kwitansi pembayaran No. JK143 tertanggal 3 September 1999, telah
dinazegelien.

Menimbang, surat-surat bukti tersebut di atas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat-surat
aslinya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa pihak-pihak yang hadir dalam persidangan menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun
lagi dan mohon putusan;
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini selanjutnya ditunjuk kepada Berita Acara
Sidang yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon Pailit adalah agar Pengadilan Niaga pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan Termohon pailit dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa baik dalam posita maupun dalam petitum permohonannya, Pemohon menyatakan bahwa
Termohon Pailit adalah suatu perusahaan yang berkedudukan Australia; beralamat di Ground Floor, 1 Altona
Street West Perth, Western Australia 6005 yang bergerak dalam bidang pemeliharaan dan pengembangbiakan
burung Unta (Ostrich) bertempat di daerah Pinjarra, Perth, Australia Barat;

Bahwa, didalilkan juga oleh Para Pemohon Pailit bahwa kegiatan usaha Termohon Pailit sebagaimana dimaksud
di atas oleh Termohon Pailit dipromosikan di kawasan Asia termasuk di Indonesia. Khusus untuk di Indonesia
dipromosikan dan dipasarkan melalul iklan di harian Kompas tertanggal G Juli 1999 (Bukti P-1), Namun demikian
dalam surat permohonannya Para Pemohon Pailit juga menyatakan bahwa Termohon Pailit menjalankan kegiatan
usahanya di Negara Republik Indonesia dengan alamat di Wisma Tugu Wahid Hasyim No.100-102 Jakarta;

Menimbang, bahwa Termohon Failit tidak pernah hadir dalam persidangan sekalipun telah dipanggil secara patut
menurut hukum dan ketidakhadirannya tersebut tidak pula disertai suatu alasan yang sah menurut hukum,
karenanya perkara ini akan diputus tanpa hadirnya Termohon Pailit;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon Pailit mendalilkan bahwa Termohon Pailit adalah suatu

perusahaan yang berkedudukan di Australia dan bidang usahanya yang berupa pemeliharaan dan
Pengembangbiakan Burung Unta juga dilakukan di Australia, sedangkan untuk keperluan menjalankan usahanya
di Indonesia Termohon menyatakan memiliki alamat di Wisma Tugu Wahid Hasyim, lantai 7, Jalan KH. Wahid

Hasyim No.100-102 Jakarta, maka atas dasar fakta tersebut Majelis memandang periu untuk
mempertimbangkan lebih dulu tentang kewenangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
dalam memutuskan perkara ini;

Bahwa, pertimbangan di atas dipandang perlu karena adanya ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (4) PERPU
Nomor 1 Tahun 1998 Jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa: Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan

hal-hal lain yang berkaitan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, ditetapkan oleh Pergadilan yang

daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitur;

Menimbang. bahwa Pasal 2 ayat (4) menyebutkan bahwa: "Dalam hal debitur tidak bertempat kedudukan dalam

wilayah Republik Indonesia tetapi menjalankan profesi atau usahanya dalam wilayah Republik Indonesia.
Pengadilan yang berwenang memutuskan adalah Pengadiian yang daerah hukumnya meliputi tampat kedudukan
hukum kantor debitur menjalankan profesi atau usahanya;

Meninicang, bahwa Pengadilan yang dimaks':d di sini adalah Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri;
Menimbang, bahwa berdasar surat permohonan Para Pemohon Pailit, tempat kedudukan, debitur (Termohon
Pailit) adalah di Australia {(di luar wilayah Hukum Republik Indonesia): Kegiatan usaha debitur (Termohon Pailit)
yang bergerak dalam bidang peternakan Burung Unta dengan nama "Ostrich” (Pemeliharaan dan
Pangembangbiakan Burung Unta) juga dilaksanakan di luar wiiayah hukum Republik indonesia, tepatnya di
daerah Pinjarra, Perth, Australia Barat:

Menimbang, bahwa fakta di atas setelah dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) PERPU Nomor 1 Tahun
1938 Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, Majelis berpendapat bahwa kewenangan
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untuk memeriksa dan memutus permohonan Para Pemohon Pailit dalam perkara ini tidak berada pada
Pengadilan Niaga di Indonesia, karena tempat kedudukan Debitur (Termohon Pailit) tidak berada dalam Wilayah

Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa namun demikian dengan adanya dalil Para Pemohon Pailit yang mengatakan bahwa
Termohon Pailit juga menjalankan kegiatan usaha di Indonesia dengan alamat di Wisma Tugu Wahid Hasyim,
lantai 7, Jalan KH. Wahid Hasyim No.100-102 Jakarta, maka atas dasar dalil ini dipandang perlu untuk
mempertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon Pailit dalam perkara ini dapat diperiksa dan diputus oleh

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Bahwa, dalam surat permohonannya Para Pemohon Pailit menyebutkan bahwa kegiatan usaha yang dilakukan
oleh Termohon Pailit di Indonesia dengan alamat di atas adalah kegiatan mempromosikan dan memasarkan
kegiatan usaha Termohon yang ada di daerah Pinjarra, Perth, Australia Barat yang bergerak dalam bidang
pemeliharaan dan pengembangbiakan burung unta ("Ostrich");

Menimbang, bahwa karena Para Pemohon Pailit mendalilkan Termohon Pailit menjalankan kegiatan usahanya di
Negara Republik Indonesia dengan alamat sebagaimana disebutkan di atas, maka tentang kebenaran adanya
kegiatan usaha Termohon di Indonesia dan kedudukan kantornya sebagaimana didalilkan oleh Para Pemohon
Pailit harus dibuktikan lebih dulu oleh Para Pemohon Pailit;

Menimbang, bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memanggil Termohon Pailit
melalui alamatnya yang ada di Jakarta, juga menyampaikan panggilan langsung melalul alamatnya yang ada di

Australia dan melalui Pengumuman di Koran Harian Bisnis Indonesia tanggal 25 Oktober 2002, akan tetapi
Termohon Pailit tidak datang menghadap dalam sidang di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat,

Menimbang, bahwa berdasar relaas panggilan yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Niaga Jakarta Pusat
terbukti Termohon P4ilit tidak memiliki kantor pada alamat sebagaimana disebut oleh Para Pemohon Pailit dalam
surat permohonannya; Atau pada alamat dimaksud terbukti tidak diketemukan ada Termohon Pailit melakukan

enimbang, bahwa selain itu, untuk membuKl ran dalilnya yang mengatakan bahwa Termohon Pailit
melakukan kegiatan usaha Ostrich di Indonesia, Para Pemohon Pailit harus dapat membuktikannya, paling tidak
dengan cara mengajukan bukti bahwa Termohon Pailit memiliki ijin ich di Indonesia dari pejabat yang
berwenang di Indonesia; Tapi ternyata bukti dimaksud tidak diajukan dalam persidangan oleh Para Pemohon
Pailit, memiliki kegiatan usaha di Indonesia karenanya secara hukum harus dinyatakan Termohon Pailit tidak

memiliki kegiatan usaha di Indonesia;

Menimbang, bahwa Daftar Bukti yang terlampir dalam surat Permohonan Para pemohon pailit menyebutkan
bahwa Surat bukti P-1 adalah Iklan pada harian umum Kompas tanggal 6 Juli 1999 dan Surat bukti P-2 adalah
Brosur Termohon Pailit yang diedarkan kepada masyarakat; Kedua surat bukti ini telah bermeterai cukup dan
sesuai dengan surat aslinya sehingga dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Bahwa, pada kedua surat bukti dimaksud di atas tertera tulisan yang berbunyi: Agen Tunggal di Indonesia "PT.
Garanti Ostricom Jayatama" Wisma Tugu Wahid Hasyim, Lantai 7 JI. KH. Wahid Hasyim No.100-102 Jakarta

10340;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan surat bukti P-1 dan P-2 terbukti yang beralamat di Wisma
Tugu Wahid Hasyim, Lantai 7 Jl. KH. Wahid Hasyim No.100-102 Jakarta 10340 adalah PT. Garanti Ostricom - t
Jayatama" (Agen Tunggal di Indonesia); Cart data s
Menimbang, bahwa namun demikian dalam persidangan tidak terbukti PT dimaksud di atas mempunyai hubungan

dengan Termohon Pailit yang berkedudukan di Australia; lagi pula dalam persidangan juga tidak terbukti apakah

BT tersebut di atas benar-benar ada di Indonesia dan tidak juga terbukti dalam persidangan apakah

keberadaannya telah memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan

Terbatas;

Menimﬁa/nﬁh;a oleh karena tentang ketiga hal di atas tidak dapat dibuktikan dalam persidangan oleh Para
Pemohon Pailit, lagi pula dalam pertimbangan di atas telah dinyatakan Termohon Pailit tidak terbukti mempunyai
kegiatan usaha di Indonesia karena tidak terbukti mempunyai ijin usaha dari Pejabst yang berwenang, niaka
Wisma Tugu Wahid Hasyim, Lantai 7 JI. KH. Wahid Hasyim No.100-102 Jakarta 10340 sebagaimana didalilkan
oleh Para Pemohon Pailit sebagai alamat Kantor Termohon Pailit di Indonesia harus diryatakan tidak terbukti
sebagai alamat kantor Termohon Pailit di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan di atas dan setelah dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (4)
PERPU Nomor 1 tahun 1998 jo. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1998 tentang Kepailtan, Majelis berpendapat,
permohonan Para Pemohoyt Pailit dalam perkara ini tidak dapat diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Niaga di
Indonesia atau dengan perkataan lain, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang
untuk nemeriksa dan inemutus permohonan Para Pemonor pailit dalam perkara ini;

:if!;ani.mbang. oleh karena itu permohonan Para Pemohon Pailit dalam perkara ini harus dinyatakan tidak dapat
iterima;
Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon Pailit dalam perkara ini telah menyatakan tidak
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i dapat diterima, maka permohonan Para Pemohon Pailit yang meminta agar ditunjuk Hakim Pengawas dan
diangkat Kurator sebagaimana tersebut dalam petitum pada angka 3 dan 4 menjadi tidak relevan lagi sehingga

harus dikesampingkan,
Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Niaga telah menyatakan permohonan Para Pemohon Pailit tidak

dapat diterima maka menurut hukum biaya (ongkos) perkara harus dibebankan seluruhnya kepada Para
Pemohon Pailit secara tanggung renteng, yang besarnya akan disebutkan nanti dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam PERPU Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas ketentuan
dalam Faillisements-Verordening sebagaimana diatur dalam Staatsblad Tahun 1905 Nomor 217 Jo. Staatsblad
Tahun 1906 Nomor 348 yang telah disahkan dengan Undang-Undang No.4 tahun 1998 tentang Kepailitan,
khususnya ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (4), dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan,

MENGADILI:
1. Menyatakan permohonan Para Pemohon Pailit tidak dapat diterima;
2 Menghukum Para Pemohon Pailit secara tanggung renteng untuk membayar ongkos perkara sebesar

Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah).
Demikian diputuskan pada hari: SENIN, tanggal 04 Nopember 2002 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
dengan susunan PUTU SUPADMI, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, ERWIN MANGATAS MALAU, SH., MH. dan
H. HERRI SWANTORO, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari
KAMIS, tanggal 7 Nopember 2002 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Maijelis tersebut di
atas dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh CORIANA J. SARAGIH, SH., Panitera Pengganti pada
Pengadiian Negeri/Niaga Jakarta Pusat serta dihadiri pula oleh kuasa hukurn Para Pemohon Pailit dan kuasa

hukum kreditur-kreditur lainnya tanpa hadirnya Termohon Pailit.

Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,
Ttd. Ttd.
(ERWIN MANGATAS MALAU, SH.) B (PUTU SUPADMI, SH.)
Ttd.

(H. HERRI SWANTORO, SH.)

0 Panitera Pengganti,
\&c\ \?05 Ttd.
Y & (CORIANA J. SARAGIH, SH.)
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